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Tesis int membahas mengenal penyogeian yang dilakukan oleh Dinuy P2B Jakariu
Selatan terhadap pembangunan Rusungmi Kalibata karenn pengembang tidak
mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam ahap penjuakin sampai
melakukan pembangunan, Namun penyegelan  tersebut tidak dilakukan sedini
mungkin sesvai dengan prosedur yang seharusnya sehingpa menimbukan kerugian
pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemertntahan. Penclitian
ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan
agar pengembang  selalu  mematuhi  ketenluan  mengenai  perizinan,  bagt
pemerintah sebelum membual kebijakan hares moewperbatikan kesiapan aparat
yang okan menjalankan dan kelengkapon perangkar bukum yang mengatue,
sedungkan masyarakat sebagal komsumen juge harus memperhatiban keteniuan
micngenat periziaan.
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ABSTRACT
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Title : Juridical Analysis of Postpone Order of Developmaen
Rusunami Kalibala by Loecal Governmont of DK
fakarta

The topic of this thesis is about posipone owder of Rusunami Kalibata
development stage by local government due io developer did not follow oificial
regulation of license to develop from selling until development stage. But
postpone order was not done sooner as stated in procedure. It caused loss w
consumer and affecting image of government. This research is guatitative
explanatory research. Results of this research recommend developer to follow
regulation of development, as for government recommendatinn is beller prepare
public officer 10 govern the regulation and for consumer recommendation is ©
take concem and investigate regulation of development bafire decide w buy.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah adelsh bangunan yang berfungsi sebagat tempat linggal nlau

' Selain berfungsi sebagai iempat tinggat

hunian dan sarana pembinaan keluarga.
atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan
makhluk hidlp lainnya, rumah juga merupakan tempat awal pengenrbangan
kehidupan dan penghidupan keluarga dalam linglungan yang sehat, aman, serasi.
dan lerstur? Kelompok rumab yang berfungst sebagai lnghungan tempal tngpeal
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana Bogkungan
disebut juga sebagai perumahan”’ Perumahan merupakan kebutnhan dasar
manusia dan mempunyal peranan yang sangat sirategis dalam pembentukan wataI;:
serta kepribadian  bangsa, dan perlu dibina serla  dikembangkan demi
kelangsungan dan peningkatan  kehidupan dan  penghidupan masyarakat.”
Demikian pentingnya fungsi perumashan sebinggs puda amandemen  kedua
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H avat 1, tempal tinggal dinyatakan sebagai
bagian dari hak asasi manugia.’ Indonesia merupakan regara hukom (rechistaat

sehingga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi seliap wargn

_ ' ndonesis, Undimg Undong Republik Indonesia tontang Permmehan dan Pemkimes,
Ul No., & Tahan 1992, LN No.23 Tabug 1992, TLN No, 343689, PPasat angka 1.
? fhid., Penjelusan
* 1bid., Pusal | angka 2
* thid,, Penjefasan Untum
® Rival Alf Anaiisis Kepenrilikan Hak Atas Tangds Sotmenr Ruondi Susun & Dodam
Kevangha Hukmwn Bende, Cot, Koo, {Banditng : €V Nuzpsa Al 2009, i 13

1 Universitag indonesis
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negaranya lennasuk hak uniuk mendapatkan lempat Unggal yang fayuk . Dalim
menjalankan kewajibannya ini negara diwakili oleh pemerintah pusal dan dacrah
melalui program pembangunan, dimana pembangunan tempal linggal menjad:
bagian dari program pembangunan infrastrukrur perumahan, *

Pembangunan infrastruktur perumahan mengalami banyak masalah antara
latn terbatasnya kemampuan perserintah dalam menyediakan prasarana dary sarana
perumahan, meningkatnya kawasan kumuh terutuma dikawasan perkotaan, masih
rendahnya efisinsl dalam pembangunan perumahan akibat tingginya biaya
perizinan dan bantuan program pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi
dan efektif sehingga menyebabkan subsidi salah sasaran® Ustuk mengatasi
masalah tersebut maks dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(selanjutnya disingkat RPJM) tahun 2004-2009, pemerintahh mengeluarkan
program pengembangan perumahan yang salah salunya adalah pembangunan
rumah susan{sader’hana {selanjuinya disingkat Rusuna) untuk disewa maupun
diniliki oleh masyarakat berpendapatan rendah. Target RPIM Rusuna untuk sewa
{selanjutiya disingkat Rusunawa) adalah 60000 unit sedangkan rusuna umuk
milik {(selanjutnya disingkat Rusunami} sejumlah 25000 wwit.” Jadi, pembangunan
Rusunami merupakan bagian dari pembangunan Rusuna.

Awalnya prograrn pembangunan Rusuna ini berjalan lanbat selingga pada
tanggal 9 Desember 2006, pemerintah  mengeivarkas Keputusan Presiden Nomor
22 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun
dikuwasan Perkotaan. Tim ini merupakan gabungan dan beberapa deparicmen
dengan turui miclibatkan pemerintah dociah, dimava fungsi wamanys adalah
melakukan koordinasi dalam menetapkan kebijakan perizinan, pengawassn dan
penyclesaion masalah  sehubungan  dengan uwpaya percepatan [rembangunan
Rusuna,'? Koordinasi antar departemen diperlukan karsna pembangunan rumah

sisun melibatkan banyak pihek misalnya untuk syarat teknis dibutehkan
H

o * Ridwan, Hukum Administrosi Di Daeroh, Cen 1, {Youynkarta; £15 UL Press, 20095
A

7 tndonesia, Perainran Prosiden wenpang Rencenn Pembegnnon Jangha Menenyoh
Nasfonal, Perpres No.7 Tabun 2005, LN No.l | tabun 2005, Lampiran, lal. 69 "

" Ibid., hal. 70-72

Y tbid., hal. 73

© Indenesia, Kepurusen: Presiden tergng Tim Koordingst Pereepatatr Pembnginon
Rumuh Susun (3 Kawasan Perkotoan, Kepres No.22 tahun 2006,

Universitas Indonesia
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koordinasi dengan mentert  pekerfaan  umum, umek  syarat administaid
dibutahkan koordinasi antara Mentert Dalam Wegeri dan Pemteringah Daerah.
kemudian untuk  kredit perumahan dibuwsbkan kerjesama dengan Menter
Keusngan, Dengan adanya koordinasi yang baik antar departemen, pemerintalian
vang baik (good governance) akan tercipta karena mampu memberikan pelayanan
terbaik pada masyarakat, "

Keputusan Presiden Nomor 22 1ahun 2006, ditindaklanjuli oleh Menten
Pekerjaan Umum dengan mengeluarkan Persturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 08/PRT/M/200G7 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun
Sederhana Tingks: Tinggi. Adapun persyaratan teknis pembanganan rumah susun
meliputi persyaratan mengenai struktur bangunan. keamanan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan Jain-lain yang berbubuogan dengan rancang bangun,
termasuk kelenpkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. " Kemudian Menteri
Dalam Negeri juga mengelvarksn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74
tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Porizinan dan Iasenuf.
Perizinan termasuk kedalam syaral administiasi  pembuangunan rumdsh susun yailo
melipoti izin usaha dari perusahaan pembangunan perumaban, izin lokasi dan/atau
peruntukanmya, Izin Mendirikas Bangunan (selanjutnya disingkat IMB), serta izin
layak huni.'' Khusus untek Provisst Doerah Khusus Ibukota {selamutnya
disingkat DKI} Jakarta terdapat Peraturan Gubernuwr Nomor 136 tahun 2007
temang Percepaten Pembangunan Rumsh Susun Sedethana yang kemudian
diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2009 ientang Pembangunan
Ruinah Susun Sederhana,

Selama ini tingginya biaya administrasi perizinan yang dikeluarkan dalam
pembangunan . perumahan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam
rangka pembangunan pemmiiham Bizya perizinan univk  pembangunan

perumahan diperkirakan mencapai 20 % (duapulub persen) dari nilal rumah,”

0" :

Sedarmayanti, Jeod Coveranes (Kepemerintaban Yeng Boik), BDofam Rungha
Oronouwi Dagrah, Upaya Membangun Organisasi Yong Efektif das Efisien Melaini Restrikénrisesi
Dan Pemberdayaan, Cet. 1, {Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.2

" Indonesia, Perainran Pemerintah Fentang Buwmah Susun, PP No. 4 Tahan 1988, LN
Mo? Tahun 1988, TLN Ne.3372, Pasal | Angka 5
2 thid., Pasal 1 Angka 6

i : f
Indonesia, Peratuvan Presiden tentung Renconn Penthangnna Smgha Meswange
FHasiongl Tohun Hig4-2809, Op.Cir., a7l

Universitas Indoncsin
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Tingginya biava periginan ini membeat kurangnya sninat swasta unluk
berpartisipusi. Terbatasnya peran swasta fuga dikarenakun kendala-kendala smtara
lain:

I. Belum adanya perangkat hukum dalam pola kerjasama pemeriniah dengan

swasia

v

Belum terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerjasama
pemerintah dengan swasie
3. Belum terciptanya pola penanganan konflik (dispute resolution) yang
mungkin terjadi antara pemeriniah dengan swasta."”

¥Kendala-kendala tersebut membuat pembanpgusnan perumahan pemukiman
selama ini menjadi tidak cosz recovery. Oleh sebab Wu pemerintab berusaha
mengatasi kendala ini dengan membual peraturan-peraturan terkall dengan
kemudahan perizinan dan pembenan insentif. Usaba pemerintaly eal ditanggap:
positif oleh para pengembang schingga sejak keluarnya ketentuan ini banyak
pengembang swasta yang ingin bekerjasama dengan pemerintah sebubungan
pemibangusan Rusunomi ternwasuk PT Pradasi Sukses Abadi,

PT Pradani Sukses Abadi mendapatkan kepercavaan wmuk membangun
Rusunami di salah satu kawasan strategis di Jakarta Selatan. Pada Bulan Apsit
2008, PT Pradani Sukses Abadi telah mengajukan permohonan IMB, Satu bulan
kemudian mulai menawarkan kepada publik dan bulan Oktoher 2008 mulai
melakukan pembangunan, PT Pradani Sukses Abadi behon memiliki IMB pada
soat pembangunan dimulai, pembangunan tanpa IMB bertentangan denpan Pasal 2
ayal | Kepuiusan Gubernur DI Jakarta Nomor 76 tadmun 2000, Sanksi terhadap
piak yang niclanggar ketentuan perizinan menurut Keputusan Gubernur Nomaor
t068/1997 tentang Petunjuk Pelaksana Penerliban Kegiatan Membangun dan
Menggunakan Bangunan di DKI Jakarta, adalah dikenakan tindakan penertiban
berupa Sural Pemberitshuan, Surat Peringatan, Surat Perintah Feashentiun
Pekerjaan Pembangunan {selanjutnya disingkat SP4). Segel. Sural Perintah
Bougkar dan Bongkar Paksa. Berdasarkan ketentuan int Suku Dinas Pengawasan
dan Penertiban Pembangunan (selanjutnya disingkal P2B) Jakasta Sclatan pacda

bulan Desember 200§ telah memberikan SP4 kepada pengembang, namun

Y tbid., hal.70

Universitss Indonssin
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pengembang tetap mengruskan pembangunan schingga akhimya pada tnggal 31
April 2009, PZB melakukan penyegelan pembangunan Rusunami wersebul '
Penyegelan tersebut berakhir dengan terblinya izin sementara yaitu berupa lzin
Pendirian (selanjuinya disingkat 1P} strukturnya MNomor 1765IPTB/K-AMT-
2009/08 dan diterimanya Permobonan IMB (selaniuinya disingkat PIMB) Nomor
42/PIMBA2009 tanggal 12 Mei 2009,

Permasziabannya adalah  PT  Pradani  Sukses Abadi  melakukan
pembangunan tanpa IMB sefak bulan Oktober 2008, scharusiya sejak awal whdh
ada tindakan dari pemerintah daerah DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh P2B
Jakarta Seiaza;x. Namun tindakan penertiban baru dilakukan pada bulan Desember
2008 denpan mengelvarkan SP4. Kemudian berdasmkan Keputusan Gubernur
Nomor 1368 tahun 1997 batas waktu 8P4 terhadap tindakan peneriiban berikuinya
(segel) maksimal 7x24 jam. Namus dalem kasus ini P2B baru melakukan
penyegelan 3 bulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Maret 2009, Pelanggaran
IMB ini harusnya telal ditindak sejak awal olel pemerintab daerah DK Jakarla
karena dalam rangka penegakan hukum (low enforczment) salah sutu fungsi dani
pemerintab dagrah  berdasarkan hukum administrasi negars adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan norma-norma atau ketenfuan-ketenluarn dalam Peraturan
Daerah {selanjutnya disingkat Pefda} atau Peraturan Kepala Daerah apakah
dipatuhi atau tidak oleh masyarakat,'” Dalam melaksanakan fungsi pengawasan
maka pemerintah harus segera menindak pelaku pelangpar peraturan dengan
tajuan agar tid‘ak ada yang dirugikan dalam pelanggaran tersebut. Pelanggaran
ierhadap fungsi pengawasan merupakan bagian dari patologi birokrasi vanp
timbul akibat presepsi dan gayajmana}criai para pejabat di Hingkungan bivokrasi
vaitu kurangnya komitmen. Selain itu dapat juga disebabkan oleh Kurang, atau
rendahuya pengetahuan dan keterampilan para aparat pemerintaban miengenad

adanya aturan tentang larangon tersebut sehingga  moembiurkan pelangpman

¥ Niken Widva Yunita, IR Peringatkan Pengembang Rusunami Kefibata Scjok
Desemiber  2008%,  <hundwww detikngws.comiread/2009/0373 17110759874 (fpab-perimuatkan-
pengentbang-rusinami-kalibata-seiak-deseniber-2008> . 3| Maret 2009

Y Ridwan, Op.Cit., hal, 149

niversitas Indanesin
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tersebit Lerjadi.'® Penyegelan ini berakhir dengan erbitnya izin sementara dengan
keluarnya IR Swukiural dan diterimanya PIMB yang digjukan PT Pradani Sukses
Abadi. Namun, hingga saat int IMB belum dapat dikelvarkan karcna belum
selesainya dokumen Amdal. Berkenaan dengan pelangparan erhadap proses
pembangunan tanpa IMB yang sebelumnya telah dilakukan, PT Pradani Sukses
Abadi dikenakan denda administratif sebesar 6x {gnam kali) dari restribusi yang
seharusnya dibayarkan.'”® Jadi, dalam pembangunan rusunant ini pengembang
tidak mendanatkan insentif retribusi sebesar 50% (lima puluh  persen)
sebagaimana terdapat dalam aturan pendirfan rusupami akan tetapi harus
membayar denda administratif sebesar 6x {enam kali) davi vestribusi yang
seharusnya dibayarkan,

Permasalahan lainnya adalah permohonan IMB yang telah fama diajukan
oleh PT Piadani Sukses Abadi belum dapat diterima juga sebagai akibat tidak
lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Keterlambaian
proses pengurusan IVB dapat saja terjadi karena dokumen yang diperiukan dalam
pengurusan IMB cakup banyak antara lain seperti surat kepemilikar tanab. surat
izin operast daerah sclamat penerbangan, planning tata kota, dan analisis dampuk
Hagkungan (selanjutnya disingkal Amdal). Banyaknyn dokunien yang diperfukan
dalam pendirian rumah susun dikarenakan pemibangunan rumah susus micrupakan
bentuk pembangunan pemukiman fungsional dengan kepadatan  Hoggl vang
lengkap, serasi, selaras dan scimbang dengan pemaniaatan tush sceara optimal,
Lamanya pengurusan juga bisa dischabkan kargna bayakoya pihak yang ferdibn
dalam pengurusan dokumen-dokumen pendirian tidak hanya pemerintah duerah
akau tetapi juga dengan pithak lain seperti dalam pengurusan sural izin operasi
daerah selamat penerbangan hal ilw melibatkan Lanud. Selain iy Perda DI
dakaria tidak memberikan batas waki yang jelas terkail Jangka waklu penpurusan
IMB. Namun terkait pembangunan Rusunami, kendals-kendola dintas seharusiny:

dapat dihindari karene telah dibentuknya tim koordinasi pereepatan pembangunan

¥ Sondang . Siagian, Patsiogi Birokrasi, Anadivis, Fentifikasi Ban Terapinva, akaria:
Ghalia Indonesia}, hal. 50-51 '

¥ Rachmifsiig, “P2B Buka Seget Proyek Rusunanti Kalibata™, <hupffwww. poskots.

go idimeirn/ 20090571 Sp2b-bubka-seacl-prayek.ricamami-kal ibniad, 18 Mei 2009

Universitas Taudanesia

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH Ul, 2009



dan telah adanya aturan-atoran terkait kemudaban perizisan dan pemberian
insentill Sehingga jikea masih terfadi kelambatan dalam proses pengajuan
perizinan berartt ada pelanggran terhadap peraturan yany ada.

Permasalalian berikutnya adalah menurot Keputusan Mentert Negara
Perumahan Rakyat Nomor 1I/KTPS/1994 entang Pedoman Fevikatan Jual Beli
Satuen Rumah Susun, pengembang sebelum melakukan pemasaran perdana
berkewajiban, melaporkannya kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Duerah
Tingkat 1! dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan
kewajiban melampirkan:

1. Salinan surat perselujuan izin prinsip

2. Salinan surat keputusan pemberian izin lokasi

3. Bukti pengadaan dan perlunasan tanal

4. Salinan surat izin mendirikan bangunan

3, Gambar denah perielaan yang telab mendapal pengesaban dari pemerintah

davrsh setempat

Dalam kasus ini, Rusunami Kalibata telaly dipasarkan oleh PT Pradani Sukscs
Abadi sejak Mei 2008, Pada sast itu tentu PT Pradani Sukses Abadi belum
memiliki IMB bahkan Surat lzin Penunjukan Penggunaan Tanah (selanjuinya
discbut SIPPT) baru didapat pada bulan Maret 2009. SIPPT adalah izin lokasi
khusus untuk daerah DKI Jakarta. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 temgang Pertindungan Konsumen, pelaku usaha ditarang
memperdagangkan barang yang tidak mementhi atau tdak sesuas dengan standar
yang dipersyaratkan dan ketentuan peratwran perundang-undangan. Terhadap
barang ini dilarang untuk diperjual belikan dan wajib ditarik dari peredaran.™®
Permusalahannya adalah Ruesunemi Kalibata telah terjual semua, akibainya tidak
mungkin untuk ditarik kembali, seharusnya pemerintah telah melarang sejak awal
proses penjualan ini karena jelas melanggar keteniuan yang berlaku. Akibat tidauk
ditegakkannya peraturan secara sgas. pada tanggal 31 Muaret 2009 (erjadi
penyegelan akibat tidak adanya IMB. Penyegelan ini tidak akan merugikan
masyarakat jika belum terjadi proses penjuslen. Namun karena telah terlanjur

ierjual, masyarakat yang telah membeli tenty menjadi resah. Apalagi penyegelan

® ; .
~ Indonesia, Undung- Undang Republif Indunexia featung Perlimbungos Kowsionen, UL
Ne. & Tabun 1999, LN Ne. 42 Tahun 1999, Pasal 8 aym 3 ‘
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ini tidak diinformasikan secara langsung den terbuka eleh pengembang padabal
penjual berkewajiban untuk beritikat baik dalam roelakukan kegiatan usahanya
dan memsberican inlormast yaag bonar, Jelas, dan jujur mengenat kanhisi dan
jaminan barang.’’ Sehingga apabiln ada informasi penting terkail proses
pembangunan Rusunami termasuk masalaly penycgelan, maka sebarusnya dengan
itikat baik T Pradani Sukses Abadi menginformasikannys secara terbuka kepuda
para pembeli sebagai konsumen. Informasi yang jelas setidaknya dapat
menenangkan konsumen dan menjadi dasar bagl mereka untuk menentukan sikap
terkait  penyegelan ini. Dampak penyegelan juga sangat besar karcna
pembangunan telah tertunda sekitar 45 bart yaitu dast sogaal 31 Maret 2009
sampai 14 Mei 2009, Tertundanya proses pembangunan (entu dapat menyebabkan
keteriambatan proses penyelesaian pembanpunan. Sechingpa wajar apabila
konsumen kawatir rosunany tdak dapat selesal sesuai tangeal yang teluh
diperianiikan dalant Perjaniian Perikatan Jual Beli (zelanjuinya disebut PPIR).
Schubunpan dengan uraian diatas pesulis mencaba woluk menciiti Jan
membabas mengenal hal-hal yang berkailan deagan masalah dslam peoyegelan

seibanzunan Rusunami ofeh P Pradan Sukses Abadi.
2

1.2. Pokok Peimasalahan
Berdasarkan uraian sebelymmnya, maka yang menjadi pokok permasalahan
adalal:
. Bogaimanakah  PT - Pradani Sukses  Abudi - mempersiapkan  dun
mengantisipasi  perizinan  beserta kelengkapannya dalam  rangka

menybangun Rusunami Kalibaia?

]

Bagainanakal analisis bukum mengenai tindakan penghentian sementars
berupa penyegelan yang dilakukan oleh P23 lakarta Sclatan terhadap
proses pembangunan Rusunami Kalibatg?

3. Bagaimanakah dampak penyegelan terhadap penyelesaian pembangunan

Rusunami dikaitkan dengan PPJB yang telab ditandatangani olch par

konsumesn?

N rhid., Pasal 7
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1.3, Tujuan Penclitian

Adapun yaug menjadi aguan dari penchitian yang dilakukan penulis dalam

tesis inl adalah:

I

Mengetahui tindakan antisipatif yang dilakukan oleh PT Pradam Sukses
Abadi, dalam mempersiapkan kelengkapan  perizinan dalam moagka
membangun Rusunami Kalibala.

Moembuat analisa hukum mengenal tindakan penghentian  sementarg
berupa penvepelan yang dilakekan oleh P2B Jakarta Selatan ferbadap
proses pembanpunan Rusunami Kalibata.

Mengetahui dampak penysgelan terhadap penyelesaian pembangunan
Rusunami dikaitkan dengan PPIB yang ielab ditandatanpani oleh pava

konsumen,

i.4. Metode Penclitian

Metode penelitian vang digunakan dalam pepelifian ini adalah metode

penctitian hukum normatif dengan didekung data lapangan yang diperoleh dart

hasil wawancsra dengan narasumber uniuk memperoleh informasi berupn daa

primer. Data - primer yamng diperoleh dari wawancara tersebul  Kemudian

digunakan untuk melengkapi data sekunder yang terdiri davi:

1. Bahan bukwm primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan baik

1.3

di bidang rumabh susun mawpun peraturan lain yang terkail dengan
perumahan pemukimen, kebijakan pembangunan  rusuneni, perizinen
petdirian rumah susun, pemerintaly daerah, jasa konsiwksi dan bangunan

gedung, yang akan digunakan sebagai landasan hukum untuk menjawab

pokok permasalahan.

Bahan hukum sekunder, anta lnin hasil penelitian, baku, atikel majadub,
surat kabar dan internet atau hasil karya dalam kalangan hukum yang
berhubungan dengan permasalahan untuk menmperbandingkan antara wori

yang satu dengan yang lain serta untuk memperiuas wacana uniok

menjawsab pokok permasalahan.
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3, Bahan bukum terter, yang memberikan penjclasan Wemang bahan hokum
mimer dan sekunder misalnya kamuos dan onsiklopedt vang  dapat
digunakan untok mencari istilah-istitah yang terkait dengan hukun,
Penelitian ini bersifat eksplanatoris yaitu untuk memberikan penjelasan

secara lebil smondalam mengemi usobin yang dilakukan oleh pengembang terkudt
dengan pengurusan perizinan, tndakan penyegelan pembangusan Rusunams
Kalibata yang dilakukan oleh P2B Jakarta Selatan scrla proses pencabutan
lerhadap penvegelan tersebut. Alat pengumpulan data yang diperfukan melipud
studi dokumen dan wawancara, Keselurihan data yang sliperoleh kemudion diolih
dengan metode kualitatif yaitu dengan meugornikan dota yang diteronkan sceara

sistitnatin wniuk selagivbiyn disseliss dan dibshas.

L.5. Sistimatika Penulisan
Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa
subbab. Sistimatika tesis int dapat divraikan sebagai beriku
Bab 1: PENDAHULUAN
1.1, Latar ﬁclakang
1.

F

, Pakok Permasalshan 7

" —
B e

. Tajuan Penelitian

. Metode Penelitian

v

. Sistimatika Penulisan

=
£
o
[ 2% B W )

: Analisis Hukum Tindakan Penyegelan Pembangunan Rusunami
Kalibata
2.1. Uraian Mengenai Landasan Hukum Pembangunan Rumah Susun
220, Pembangunan Runiah Susen Sceara Ui
2.2.2. Pembangunan Rusunami di DK Jakara
2.2.3. Aspek Pelayanan Publik dalam Pembangunan Rumah Susun
2.2, Aspek Perlindungan Konsumen dalam Pem bangunas Ruroah Susun
2.3. Analisis Penghentian Semestara Pembangunan Rusaiami Kalibatn -
2.3.1. Analisis terhadap Tahap Pembangunan Rusunami Kalibaw

2.3.2. Analisis Hukum Tindakan Penyegelan Ruosunami Kalibate oleh
2B Jakarta Selatan
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2,33 Analisis Porlindungan Konswnen dulum Bonbangunas Bosuani

: Kalibata
Bab 3: Penutup
3.1, Kesimpulan

3.2. Saran

i1
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BAB2
ANALISIS HUKUM TINDAKAN PENYEGELAN PEMBANGUNAN
RUSUNAMI KALIBATA

2.1, Uraian Mengenai Landasan Hukom Pembangunan Ramah Susun
Pemerintal  melalui  program  pembangunan  berusaha  menciptakun
kesejahiteraan bapi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan
oleh pendiri bangsa dalam pembukasn Undang-Undang Dasar 1945 Program
pembangunan  dintamakan untilk memenuhi  kebutuhan dasar aisu  pokok
masyarakal termasuk kebutuhad perumahan dan pesukiman yang menjadi bagian
dari program pembangunan infrastrukiur.’ Meskipun begity peribangunan tidak
hanya nenjadi {anggung jawab pemecrintah skao telapi tanggung jawab scharub
rakyat Indonesia, Untuk menpatur batasan tanggung jawab dari masing-masing
pihak maka berlaku azas legalitas dalam kehidupan berbangsa da bemegara yang
mewajibkan setiap orang tunduk kepada peraturan perundang-wisdangen yany
berlaku. Bagi pemerintah, azas legalitas aniat penting dalam mempengaruhi dan
melakukan intervensi bagl kehidupan warga negara. Sedangkan bagi masyarakat,
azas legalitas akan memberikan pedoman dan kepastian hukum, Pentingnya
peraluran  perundang-undangan dalam  kehidupan berbangsa dan berncgara
membuat penulis akan membahas landasan hukum pembanguoan rumah susun

terlebill  dahulu  kemudian baru  melakukan pembahasas  terhadap  pokok
permasalahan,

' Ridwan Halim, SendiSend? Hukum Hak AMitik, Kondomuninn, Rameah Susan Dan Scri-
Sari Hukim Benda (Bagian Hukum Perdats), Cet, Be-1, (Jakarts: Puncak Karma, 19897, hal2
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2.1.1. Pembangunan Rumah Susun Secara Umum

fumah  susun  merapakan  bagian  durt pembanguoan infrastukiur
peruimahian dengan konsep memaksimatkan penggunaan Ialn dan mepguiamakan
permbangunan secara vertikal, Pengertian ramadt suswy menurat Pasal 1 Aopka |
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 wntang Rumah Susun (sclanjuinya
disebut UURS) adaiah:

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang
terbagi dalam bagian-bagian yeng distrukuurkan secara fungsional dalam
arah horizontal maupun vertikal dan merupakon satuan-satuan yang
masing-masing dapar dimiliki dan digunaken secara orpisah, erptama
wmlnk fempat huaian, yang ditengkapi Jungan bagtan-bursama. benda-
bersama dan tanah bersama.

Konsep pembangunan ini sangat tepat diterapkon untuk  aveal perkotpan
yang padat penduduk dengan k{?zzdisi arcal pombanguaan yang sangal lerbatos,
Pembangunan secara vertikal harus dilakukan dengan perencanaan yang mutang,
karona menyangkut keselamatan banyak orang. sefain itu aspek hngKkungan dan
kenyamanan penghuni dan pendudok sekifar juga favus diperbatikan bahkan
setelah selesai dibangun dan dihuni, pengawasan tetap perlo dilakukan, Gieh
schab Hu pemerintah mengeluarkan berbagal peraturan tontang rumab susun
sebagai payung bukum, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 16 tehun 1985 entang Rumah Sosum, selanjutnya

disebut UURS (diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 dabun 1988 temtang Rasmah Susun,

sclanjuloya dischui PPRS (diundunghue pada tanpeal 26 Aprit 1988).

c. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Rentuk dan Tatacara Pengisian serta Pendaltaran Akia Pemisahan Rumah

Susun (ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989}

d. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tubun (989 eniang

Bentuk dan Tatacara Pembuatan Buku Taneh Serta Penerbitn Sertipikat

N * indonesia, Undung-Unding Republik Indonesia Tertang Rumahy Suvin, UL No. 16
Fahun 1985, LN No.78 Tahun 1985, TLN Mo 3318, Pasal | Angka |
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Hak Mitik Atas Satan Rumah Susun (ditetupkan puda langgat 27 St
198%)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahue 1992 tentang Pedoman

e

Pemyusunan Peraturan Daerab tentang Rumah Susun {dietapkan pada

tanggal 17 Maret 1992)

f, Surat Keputusan Menteri Negara Perumaban Rakyat tanggal 17 November
1994 Nomor 1/KTPS/1994 tentang Pedaman Perikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun

g. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyal Nomor
O6/KTPS/BKPUN/IS9S  tanggal 26 Jum 1998 tentang Fedoman
Pembuatan Akta Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perhimpunan Penghuni Rumal Susun

:

Pembangunan rumah 31131}:2 diperuntukan scbhagai sarana hunian terutama
bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendab., Namun, peraturan
perundang-undangan menungkinkan rumah susun diperuntukan selain schauai
bukan humian misalnya untuk bisnis dan perkantoran. Alasannya adalah  wntuk
mewyjudkan pemkiman vang lengkap dan Rmpsional. Hal inf sejalan dengan

{ujuan dari pembangunan rumah susun yailu:

a. Memenuht kebutuhan perwmahan yang layak bagi rakyat, terutama
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. yang menjamin
kepastian hukum dalam pemanfaatannyy

b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna lanah di daerah perkotss
dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan
lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan seimbang, °

Tujuan pembangunan rumal susun  lebih spesifik terdapat dalam Pasal 2
ayal {2) Peratwran Pemerintah Nomor 4 @hun 1988 yany lebih mengarabkan
pembangunan  yumzh  susun  untwk  wilayah  porkotaan  yang  kebutuban

perwmabannya lebih besar sedangkan areal sangat terbatas. tujuan Lerscbut adaluh;

¥ Ibid, Pasal3 ayat |
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A

g, mendukung konsepst lata ruang yaag dikaitkon dengan pongembangan
nembangunan  daerah  porkotaan ke arsh verdkal dan unuik
rmeremagakan dacrah-daeral kumudy

b, meningkatkan optimalisast peagganaan simber daya tansh perkotaan:

¢. mendoreng pembangunan pemukinun berkepadutan tinggl”

Dalam pembangunan rumah susun baayak hal yang harus diperhatikan

yaifu allan tentang syarad leknis, syarat administrail, pomilikas sofien remah

susun. penghunian, pengelolaan dan (ota cam pengawasan.” Hal-hak tersebut butub

pengattan dan pembimaan oleh pomerintah pusat. Penwsintab pusal dapal

menyerahkan scbagian vrosan pengatwan dan pemibinsan  torsebut kepada

pemerintah daerah terutama yang mempunyai karakieristik loka!l berbubungan

F
dengan tala kota dan tata daerah., Sehubungan dengan ini miaka pemerintal 13K

Jakaria membuat aturap peiaksana terhadap pembangunan rumal susun di dacrals

DK 1 Jakarts, yaihu

2 M

Keputusan Gubernur DKI' Jakarta Nomor 340 Tahun 1990 (entang
Petunjuk Pelaksana Pemberian Surat Persetujusn Pringip Pombebusan
{.oknsi/Lahun Atas Bidang Tanab Ustuk Pembangunan Fisik Ko Db DK
Jakarts

Peratwran Daerah DK Jakaria Nomor 1 Tabun 1997 tentang Rumab Susun
di DK Jakarta (diundangkan pada tanggal 19 Januari 1991)

Keputusan Gubernur DKl Jakarta Nowor 924 Tphun 199! tentune
Peraturan Pelaksana Rumah Susun di DK Jakaria (Ditctapkan  pada
ageal 25 Juni 1991), menpgantikan Keputusan Guberue DKI dakanta
Nomor 224 Tahun 1990, tanggal 9 Februari 1990 tentany Perateran
Pelaksana Sosundi DK Jakaria

Keputusan Gubernur DKI Jekarta Nomeor 354 Tahun 1992 (entung
Petunjuk  Teknis  Pelaksanagn  Pembangunan  Rumab Susun
Sederhana/Murah bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan
Lokasi/l.ahan (SP3L)

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomeor 640 Tahun 1992 tentany
Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Tanah

& - - e
. indonesia, Perahuran Peniorintal Teatong Rimak Susin, Sp 00, Pasel 2 ayat 3
" Ihid., Pasal 3
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ih

Peratyran daerah tentang rnsalt susun dalom pelaksanaannya juga harus

berlandaskan aluran lain vang tidak membahas Khusus tentung rumah susun apd

perlu diperhatikan dalam pembangunan rumah susan. Atias tersebot adalahs

i.

Kepuwsan Gubernur DKJ Jekarta Nomor 168 Tabhun 1997 1entang
Pciunjuk Pelaksuna Penertiban Kegiatan Membungun dan Menggunakan
Bangunan di Daerah Khusus bukota Jakarta {ditetapkan pada tanggal 24
Juli 1997)

Keputysan Gubernur DKI Jukarta Nowor 76 labun 2000 tentang Tata
Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan
Bangunan dan K&Zayak;n Meanggunakan Bangunan Di Propinsi DK
Jakarta {divndangkan pada tanggal 27 Juii 2000}

Peratoran Guberaur DKI Jakarta Nomor 85 Tabun 2006 temang
Pelayanan Penerbitan Perizivan Bongusan {diundangkan poada langgal 7
September 2006}

Selain itu peraturan davi mentert terkail yang ditunjuk oleh peraturan

perendang-undangan  juga perly  dipethatikan  seperti  ortuk  syaral  teknis

merupakan tanggung jawab Menteri Pekerfaan Umuon,

Berbagat atoran ini dapat menjabarkan lebih detail apa yang dimaksudkan

dengan persyaratan pemsbangunan rumab susun baik i terkait syaral tokais

maupin administratf. Persyaratan teknis adalah pessyaratan micngenal strukir

bangunan, keamanan, keselamatan, Kesehatan, kenyamanan. dan lain-lain yang

berhubungan dengan rancang bangun, {eimasuk kelengkapan prosarana dan

fasilitas lingkungan, yang diatur dengan perawran persadang-undangan sorta

disesvaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Persyaratan tcknis menun

PPRS dalam pembangunan numah susun meliputi;

2. Ruang, yang harus mempunyai hubungan langsung maupui - tidak

langsung dengan udara fuer dan pencabayasn langsung  maupun 1idak
langsung secara alami, dalam  jumiah yang cukup. Apabila  tidak
mencukupt  ateu  tidak  memungkinkan, harus  diusahakan adanyn
pertukaran udara dan pencabayaan bualan yang dapat bekerja terus

mengrus selama ruangan terssbul digunakan (Pasal 113

Universitas indonesin

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH Ul, 2009



I, Strektur, Kompenen, dan B Bangunn vang mamennhi pessyasiiin

Ranstruksi sesual dengan stondar yung berdaha dengans imemporhilungkan

kekuatan dan ketahanan werbadaps:

1)
2)
3)
43

3
6)

7

beban matd

beban bergerak

gemps, hujan, angin, baniir

*kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk
usaha pengamanan dan penyelamatan

daya dukung mnab

kemungkinan adanya beban tambahan. balk dari arah verlikal
misupun hortontal

gangguan/perusak lainnya, sesuai dengan kelentuan yang berlaku
{Pasal 12)

¢. Kelengkapan Rumah Susun berupa:

93

Jaringun aiv bursih, Jistik dun gas

saluran pembuangan air hujan dan limbah

empat pemnbuangan sampah

terapat pemasangan jaringan telpon dan alat kowmunikasi
alat transportasi berupa lifl atau esealalor

pintu dan tanggy darurat kebakaran

tempat jemuran

alat pemadam kebakaran

penangkal petr

E0) alat/sistem alarm

i1 pintu kedap asap pada javak-jarsk serteota;

12} gencrator listrik disedinkan untuk vumah susun yang menggunakan

[ifl (Pasal 14)

4. Batuan Rumah Susun

B

harus mempunyai UKLan standar yang dapat
dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan schubungan
dengan fungsi dan peaggunaannys serta harus disusun. diatar, dan

dikoordinasikan untuk dapat mewujuwdkan svate keadasn yany
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dapal memugany kesviahteraun dan kelmearan bagr peaghuy
dalam menjalankan i;cgi::uan sehari-lewi untuk hubungan ke dofum
maupun ke luar (Pasal 16}

dapal Dberadn pada pernmkaan wanah, di mas alau di bawsh
permskaan tanah, atau sebagian di bawsh dan schagian di alax

nermukaan tanah (Pasal 17)

. : \ .
e, Bagian bersana harus mempunyail ukuran yang memenubi persyaraian dan

dintur

serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bapi

penghuni dalam melakukan kegintan schari-hai baik dalam hubungan

sesama penghuni, manpun dengan pihak-pihak lain (Pagal 203

{.  Benda bersama harus mempunyai dimensi. lokasi, koalitas, kapasitas yang

memenubi persyaratan dan diatur serin dikoordinasikan  inuk  dapat

memberikan  keserasian  lingkungan guna  menjamin  keaswanan  don

kepikmatan para penghuni maupun pihak-pihak lain {Pasal 21)

g Lokast nomah susun:

i

2}

4}

lrarus dibangun di Jokasi vang sesuai dengan peruniukan dun
keserasian lingkungan denpan memperhatikan rencana (o roang
dan tata guna tanal (Pasal 22 ayat 2) -
harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfUngsinya
dengan baik salurmg-saturan pembusngan dalum Hagkungan ke
sistem jaringan pembuangan aiy hujan dan jaringan air limhab kota
{Pasal 22 ayat 3}

mudah dicapai angkutan yang diperiukan baik langsung maupun
tidak langsung pada waktu pembangunan maupun penghunion
serta perkembangan dimasa mendatong. dengan memperhalikan
keamanan, ketertiban, dan gangguan poda lokusi sekitamya (Pasal
22 ayat 2)

harus dijangkau olelr pelayanan jaringan aily bersih dan listik.
dalam hal lokasi rumab susun belum dapat dijangkau olch
pelayanan jaringan aiv  bersih  dan  liswik. penyelengpars
pembangunan wajib menyediakan scears tersendiri sarana air

bersih dan listrik sesuat dengan tingkat keperluannya, dan dikelola

Universitas Hikonesin

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH Ul, 2009



berdasavkan peraturan perundang-undanzan yang berlako (Pasal 22

ayat 4 dan 5)

h, Kepadatan banpusan dalam lingkungan havas memperhitungkan dapat

dicapainya optimasi daya guna dan hastt guna tansh. sesul dengan

fungsinya, dengan menipprhotikan keserasian dan kesclamaian lingkungan

sekitanya {(Pasal 23}

Tata letak bangunan harus menunjang Kelancaran kegiatan schavi-har

dengan memperhatilan penetapan balas pemilikan tanab bersanma segi-

sepi kesehatan, pencabavasn, perlukaran udamra, seria pencegahan dan

pengaimanan terhadap babaya yang mengancans Keselamaian penghuni,

bangunan, dan lingkungannya (Pasal 24)

Mrasarang Hngkungan dan atilites umum yang silaloya menuniang fuangsi

lainnya dalam rumah susun yang bersangkutan, meliputi

)

4}

3}

jaringan distribust air bersih. gas, dan Jistik dengan seguls
kelengkapannys termasuk kemungkinan diperiukannnva angki-
tangki air, pompa air, tangki gas. dan gardy-gardu lisik
sakuran pembuangan air hujar yang menghubungken pembusniyan
air hujan darl rumah susun ke sistum jaringan pembuangan air kel
saluran pembuangan air limbah dan/atau tangki septik yanu
menghubungkan pembuangan air limbah dart rwnah sosun ke
sistem jaringan air Hmbah kota, atau penampungan air limbah
tersebut ke dalam tangki septik dalam {ingkungan

tempat pembuangan sampah ysog Ggsinya adalah selagai tempat
pengumpulan sampai dari vamah susun untuk selanjutnya dibuang
ke lempat pembuangan sampah kotoo dengan memperhatkan
faktor-faktor kemudahan pengangkutan. kesehatan. kebersibun, dan
keindahan

kran-kran air untuk pencegaban dan pengamanan wrhadap bahava
kebakaran yang dapat menjangkau semuon lecmpal dalam bn gk g

dengan kapasitas air yang cukup untuk pemadam kebakaran
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Ay wempat parkic kenderaan  danfutou pesyimpanat baruig yong
diperhitungkan werhadap kebutshan penghust datam melaksamkan
kegistan-kepiatamnya sesuai dengan fungsinya

7) jaringen telepon dan alar kemumikasi lawr sesval dengar tingkat
keperluannya {Pasal 260)

k. Prasarana lingkungan vang berfungsi sebaga penghubung uniuk keperluan
kegpiatan sehari-har bagi pengham, bask ke dalam maupun ke loar dengan
nenyediaan jalan setapak, jalan kendaraan, dan tempal parkir dengan
memperiimbangkan kemudahun dan kescrasinn hubuagan datam kegiatn
sehari-hari dan pengamanan bilz teriadi hal-bal yang membahayakan, sorla
strukivy, ukuran, dan kekuatan vang cukup sesuai dengan fungsi dan
penggunaan jalan tersebut {Pasal 25)

1. Fasilitas Lingkungan, dimana dalam rumab susun dan lingkungasnya
harus disediskan ruangan-ruangan dawatan bangunan  wntuk  lempat
berkurnpul, melakukan kegiatan masyarakal, tempat betmain bagi anuk-
anak. dan kontak sosial latnnya. Dalam lingkunpgan rumah susun yang
sebagian atau sefuruhnya digunakan sebagal hunian untuk juniah satoan
hunian tertentu, harus disediakan pula ruanpan dan/atau bangunan untuk

pelayanan kebutuban sehari-hari (Pasal 27 dan 28)

Sedangkan unfuk persyaratan adminstratil nieliputi persyaratan mengenu
perizinan usaha dari perusshaan pembangunan perumahan, izin lokasi dmvaion
peruntuksnnya, perizinan mendirikan bangunan (IMB}. serta izin fayak houni yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan. Persyaratan administatif terkait dengan masalal perizinan
yang merupakan tanggung jawab dari pemevintah dacrah® Adapun perincian
berkenaan syarar administratif adalah sebagai beriku:

a. Perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perunyahan ndalah berupu
akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari mosier

kehakiman etau dari pejabat yang berwenang, Bagi swasta yang berbentuk

* fhid., Pagal 30 ayal |
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Pl izin usehanya adalah akta yany dibuat nolaris yang disyahkm pich
munted kehakiman, |
b lzin lokasi danfatay pcrt;ziukzmnyn, untak DK Jakaria disebut Swat [vin
Penunjukan Penggunaan Tanah (S1IPPT}
¢ Rumah susus dan lisgkunganeya boros dibangim dan dilaksanokan
berdasarkan perizings yang diberikan olely Pemerintaly Dacrah sesuni
dengan  perustukannya  dengan  melumpitkan  persyamlan-persyaratan
sehagai berikut:
1} sertifikat hak atas tanah
2y fatwa peruntukan tanah
3} rencana tapak
4) gwnbar rencana arstiekue yang mamual denah dasn potongan
beserts pertelasnnya yang menumjukkan dengan jelas batasan
seeara vertikal dan horizontal dari saluan rumah susun
5) gambar rencana strukiur beserta perbitlungannya
6) pambar rencana yang menunjukkan deogan jelays bagian bersann,
benda bersama, dan tanah bersama
73 gambar rencana jaringan dan instalas! beserta periengkapannyi
{Pasal 303
d. Perubahan rencana peruntukan dan pemanipatan rumah susun harus
mendapat 1zin dart Pemenntab Daerah (Pasal 323 sedangkan dalans bal
terjadi perubshan pada woektu pelaksansan pembangonan. perubaban
strukiur bangunan dan justalasi lerhadap rumah susun yang telaly dibangun
wajib dimintakan izin dan pengesahan dari Instansi yang berwenang (Pasal
343

L

Penyelenggara pembangunan wapth meminta pengesahan daei Bomerintah
Daerah atas pertelaan yang menunjokkan batas yang jelas dasi masing-
masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dun fannh
bersama berserta waian nilai porbandingan  proporsionalnya. sewelab
memperoleh IMRB (Pasal 31)

T Aric 8. Hutagalung Kondomunin dan Permasiloliiing Edisi Rovisi, Cet Ke-1,
{fakavie: Badan Penerbit Fakultas Hukom UL 2007), hal 35.
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P

Penyelenggara pemtbangGnan rumtah susun wiyib mengajukan permohonan
izin layak bont setelab menyelesaikan peavbacgunanays (Pasal 35 avat 1)
7in layak huni diberikan setelah dindakan pemeriksuan terbadap romah
susul yang felab selesar dibangun berdasarkan persyaratan dan keientuan

perizinan yang telab diterbitkan.,

Syarat administratif pembangunan rnnah susun berkaitan erat dengan
nerizinan. Pengertian {zin menurut Juniarso Ridwan dan Aclunad Sodik adelah
“suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pevatucan perundang-undangan dan
peraturan pemerintah, yang dalam keadaan-keadaan terentu menyimpang dori

peraluran pel'um:iang»izzzdangan."g

Sedangkan uniuk pengertian perizinan dalam
ranpgka pembangunan Rusuna adalah pemberian legalitas kepada sescorary atau
pelaku ussha/pengembang di bidang pembangunan Rususs, baik dalam beniuk
izin mauptin tanda daftar usalia dan hal lain yang terkait” IMB3 ermasuk kedalam
sysual admintstiatil, sebagaimana diatur dafam Pasal 30 yang wlah dijeloskan
digas, Dala pengajuan IMB di DK Jakarta selain wclampirkan dokumen
scbagaimana disyaratkan dalam Pasai 30 ayal 2 PPRS, harug dilampirkan juga:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (3 lembar)
b. Fotokopt surat tanah {1 s}, dapst berupa salsh satu dari surat-surd
scbagat berikut:
1} Sertipikat ranah
2} Surat keputusan pemberian hak aas tonah oleh pejabat yang

berwenang dari instansi pemerintah yung meguasai tanaly tersehut

[
L —

Surat kavling dart pemerintah dacrah c.q. Walikolamad yo atau instansi
lain yang ditunjuk gubsrnur
43 Fatwa tansh atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DK Jakarta

alau kantor pertanahan setempat

51 Surat keputusan Walikotamadya untuk PCRAMPUNEan senenal

® Jusinrso Ridwan & Achorad Sodik, Hekwe Tura Ruang Jalam Konsep Kebifadsann
!’J.*t;nrur)i;{}(f&'f{zé, Cet. Ke-1, {Randung : Noansa, 3008), hal, 107 {
Wdonesia, Puratiran Menteri Dalany Negeri fontany Pedisian Poenberion Kewundalni
Perizinen dan Insemy’ dalam Pembangunan Rumalt Susiun Sederfarse & Kaweasun Peskoro,
Permendagii Mo. 74 Talun 2007, Pasal | angha 12
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i

6) Rekomendas) dori kator pertanalmn dengan pota bekt pombebisan
tanahi

73 Sural pernyataan dari instansi pemerinah atau pimptan proyek i
pembebasan tanah, khusus untulk bangunan pemenniah

§) ilasil sidang panitin A yang dikcloarkan oleh kantor pertonaban
disertai surat pernyataan pemilik bahwa tamah dikuasai dan tidak
sengketa yang diketabui olch Jurah setompal

9y Surat girik, disertal surat pernyatuan/pemitik baltwa tunah dikvasa
dan tdak sengkets yang diketabui oleh urah scicmput

10 Surat kehir Verponding Indenesia. disertai pernyataun babwa petnilik
sudah menempati, menguasai anah Verponding terseban sclama 10
tahun atay lebih, baik sebagian ataw seluruhnya dun tidak senpkets
yang diketabui Jurah setempat

Untuk surat dari point b. 1 sampai b7 harus didlampirkan surat pernyatags

bahiwa tanah yang dikuasal dan atan dimilikl tdak daben sengketa

SIPPT dari gubernur, bagi vang disyaratkan

Keterangan dan peta rencana ko dart dinas/suku dinas lala kota sebhanyuk

7 lembar

Peta Kullpan peta reneana kota daed dinasfsuke divas untuk banguesn

rwmah tinggal pada lokasl yang telah dikeluwkan IMB sehagal penggant

ketevangan dan pefa rencana kota sehagaimana dimaksud pada poinl ¢

scbanyak 7 lembar

Gambar rancang arsilektur bangusan minimal 7 set

Fotokopi surat izin sebagai penanggung jawah rancang aesitckun kecunli

untuk bangunan wisma keeil dan sedang, didaeraly bukan real estate dan

bukan daerah pemugaran {1 lembar)

Gambar rancangan arsitekiur bangunan haras difenpkapi hasil penilaian/

penelitian dari Tim Penasibat Arsitekinr Kota {selanjutnya dischut TPAK)

itk bangunan rumah tinggal didacrah pomugaran gelongan A dan B

Perhitungan dan gambar stuktur bangunan wntuk bangunan rumah ingual

dengan bentangan strukty yang dominan lebih besar dari 6 meter sorta

forakopt swat izin bekerja perencana stvukiur (1 lombar
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k. Iyata hasil penyelidikan tanal bagi yang dsyacatkan 3 (xet).””

Pokumen diatas disyarmkan untuk penggjunn IMB hagi bungonan ramah tingeal,
sedangkan untuk bangunan bukat rumab tnggal harus ditambabka:

a. Surat izin bekerpa perencana arsitekiur

. Perhitungan, gambar instalansi dan periengkapannya seria fotokopt surat
izin Dbekerja  perescana insialast dan porlengkapanmya. bagi vimg
dipersyaratkan

a. Khusus untuk pembangunan tempat ibadah harus dilengkapi jugs dengan
surat persewnjuan Gubernur, !

Untuk bangunan-bangunan yang tidak digunakan satuk kegiatn manusia yang
didirikan di halaman, diatas bangunan atan menempel pada bangunan maka havuy
discrtakan pula fotckopi IMB bangunan.'? IMB disecahkan apabila permohomn
IMB telah selesal diproses dan pemohon telab menyerahkan bukt setoran alou
tanda perlunasan pembangunan. Dengan diperolehnya IMB  tevsebut,  minka
penyelenggara pembangunan sudah dapat memuilai kegiatan pembangunan.'”

IMB selain merupakan salab sato syarat administratii’ pembangunan sumah
susun. juga saugat penting dalam proses penerbitan sertipikat Hak Milik Atas
Satvan Romah Susun (selanjutnya disebut HMSRS) Hal ind dapat teslibat dari
prases sertifikast HMOMS dinsama secara paris besar urutan kegialan yang harus
dilakukan adalab:

a. menenitkan den meniisahkan mesing-masing sateas rumah susun serla
nitai perbandingan proposionalnya, repcane tapak buserta denah sori
potongannys, batas pemilikan bagian bersama, benda bersama dan Lanal
hersama

b. Apabila tabap perencanaan welabh  selesai.  maka penyelenggara
pembangunan  belum  dapat  membanpun  yumah  susun  sebelum

mordepatkan IMB dart pemerintab daerah setempat

1] el ~ P ;
Indonesin, Kepiuson Gudsernur Propingt Puvedh Khnsus ik Jukarks terttariye Fineer

Cery Memperoleh Isin Mowdivikan Bunguan, Lzin Pagguman Beritenran dhare helavakon
Muenggunakan Bangimens & Proginst Daeroh Khusus hubote Jokarta, Kepgub, Ro, 76 Tahtm
2000, L33, Mo, 22 Tabuo 2008, Pasal 2 ayat 2 5. .

i hid., Pasal 7 ayal 2b

:' fhid,, Pasal 2 aval 2 ¢.9

“ Arie S, Hutagaluny Op. Cit, bl 43
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Setefeh nwendapatkan IMBL selanjutnyn memiota peagesahan kepada
pemerintah daerah atas perelaan yang menuniukkan batas yimg jelas duri
masing-nwsing satvan rumah susun, bagian, bendi dap tanaly bersaana
seria pilai perbandingan proposionaiiya

Apabila pertelaan pemisahasnya elah disyahkan aleh pemerintab dacrab.
maka penyelenggara pembangunan dapat segera melaksanakan kegiatan
pembangunannya

Setelals menyelesaikan pembangunannya. penyelenggura pumiﬁtﬁgunan
wajib untuk menpajukan izin layak bani, apabila dayi hasil pemeriksuaan
vang dilakukan bepar-benar terbukti bahwa pelokyanaan pembangunan
yuimah susun darl segi arsitektur, konstrukst, instalasi serta perlenghapan
laianya telah sesuat dengan ketentuan dan peisyaratan yang dibuat dalam
IMB

Setelah itu penyelenggara pembangunan wajib memisabikan rumeah susun
atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bangunan, benda dan tngh
bersama dengan akia pemisahan yang disyalikan oleh pemerinwh daciah
Akt pemisahan yang lelah disyahkan wapb didaftarkan pada kanwor
pertanahan setempat dengan melampirkan sortipikat hak stas tanah. izin
layak lwni seita warkab-warkah lainnya

Oleh kantor pertanahan akan diterbitkan sertiptkal HMSMS sesuai denpan
jumiah satuan rumah  susunnya yang  semuanya  masih oatas nama
penyelenggara pembangunan

Setclaly dibeli oleh peminal, maka dengan akita Pejabat Pembuat Akt
Tanah (selanjuinya disebut PPAT) dilakukan pemindahan haknya. Aszar
perbuatan hukunt tersebut mengikat pihak ketigs dan untvk memenuhi
asas publisitay, maka akta PPAT serscbut wajib didattor pada kantor
pertanahan setempat, dengan soelampirkan sertipikat | IMSMS atas panu
penyelenggara pembangunan. AD/ART perbimpunan penghuni serta surat-
sural lainnya

Apabila persyaratan texsebut telah terpenubi, maka oleh kantor pertanalion

ditakukan pencalatan peratiban haknya. kemudian sertipikar HMSMS yang
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bersangkutan  diserahkan kepada powbelinya scbogar pumegang hak

]
bary,

Pembangunan rumab susue imerupakan keglatan yang dapal menimbulkan
dampak besar lerhadap lingkungan lidup, Schingpa dalaoy pengajuan IMB rumah
susun perlu diperhatikan pula ketentuan mengenal linglkungan hidup dan 1ala
ruang. Kegiaman yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkongan
wajib memiliki analisis mengenai danypak lingkungan hidup, Analigis mengenai
dampak lingkupgan hidup (selanjuteya disebut Amda!) adaish “Kajian mengena
dampak besar dan penting suaty usaha danfatau kegiatan yang direncanakan pada
lingkwngan hidup yang diperivkan bagi proses pengambitan kepetusan tentang

penyelenggaraan usaha danfatau kegiatan.”'

Amdal menjadi salah salu syarat
yang harus dipenuhi dalam mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau keginion

termasuk IMB. '® Selain Amdal. perizinan berkeman dengan tata rusmyg juga

dibutuhkan karena pemanfaatan tata ruang yang tidak tepat akan berakibatl negatif

kepada lingkungan hidup.'” Pemanfaatan tala ruang dan finghkungan hidup yaug
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilenpkapi izin atau tanpa izin.
dapat dikenai sanksi administratif, penjara danfatau sanksi pidana denda. Babkan
berkenaan terbadap pelanggaran kelenfuan lata ruang. sanksi tidak hanya

diberikan kepada pelanggar akan tetapi juga kepada pemberi izin.

2.1.2 Pembangunan Rusunami di DKI Jakarta

Pembangunan Rusunami merupakan bagian dari pembangunan Rusuna.
Rusuna adalah  bangunan gedung bestingkal yang dibangun dalam  suatu
lingkungan, yang terbagl dalam bagian-bapian vang distruktwkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan saluan-saivan
yang masizzg-nglasing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisali.

teratama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bermma, benda

¥ thid | hul 47-48

‘ indonesin, Undang-Undong Republik Indonesia fentang Peageloloan Lingkaapan
Hidun, UL Ne. 23 Tabun 1997, LN No. 68 Tabun 1997, TLN No. 3699, Posal 1 angka 20
* thid,, Pasal 18 ayat

N " indonesia, Undang-Usndang Republik Indenexia tentany Penataon Hauenzry, UL No26
Paluany 2097, LN Ne, 68 Takun 2007, TLN No. 4725, Peajelasss winum
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bersani dun tanah bersama den diperuntukan bugh masyurakat Berpenghasiian
menengah bawah dikawasan merkotaan,”™  Rusuna vans dopat dimiliki disebu
Rusunami, dimana istilah Rusunami awalnya  discbutkan dalom lampiran
Peraturan Presiden Nontor 7 tahun 2003, Rusuna wiah dischutkan dalun UURS
dans PPRS tapi tidak dijelaskan secara khusus. sturan khusus tentang . Rusung
terdapat dalany

a. Perauran Presiden Nomwor 7 tshun 2005 tenung Reocana Pembuimngunan
Jangks Menengah Nasional 2004-2009 {ddclapkan pada tanggal 19
Januari 2008)

b. Keputusan Presiden Republik ludonegsia Nomor 22 Tabun 2006 tentang
Tim Keordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan
Perkolasn (ditetapkan pada anggal 9 Desember 2006)

¢. Peraturan Mentert Pekerjaan Umumy Nomor O5/PRTAM2007 entung
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sedechana  Bertingkat
Tingui (ditetapkan pada tanggal 14 Mavet 2007)

d. Peraturan Menteri Dalam Negevi Nomor 74 Talun 2007 tentang Pedoman
Pemberian Kemudahan Perizinan dan Inseatif Dalam  Pombangunan
Rumah Susun Sederhana Di Kawasan Perkotoan {ditetapkan pada tanggal
13 Desermber 2007)

¢, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rukyst Nomor 20007 ES/MAGUY
tentang  Pembentukan  Sckrelarist . T Koordinasi  Pereepatan
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (ditetapkan 11 Maret
20083

Pemerintah DK1 Jakarta juga mengeluarkan aturan pelaksana, berupa

a. Keputusan Guberawr DKI Jakarta Momor 924 Tahun 1991 tentany
Pemtw‘én Peiaksana Rumah Susun di DK Jakerta (Ditetapkan pada
tanggal 28 Juni 1991), menggantikun Keputusan Gubermer DK Jakort
Nomor 224 Tahun 1990, wnggal 9 Februari 1990 tertang  Peranran
Pelaksana Rumah Suswny df DK Jakarta

H . . . . .
Indasasio, Peraturan Merieri Dateny Meveri dortaniss Podemns Pomboricn Komidobtion

Perizinue dan heatlf dofam Pembungranm Kunah Susun Sederieme i Kowasas Forkeduan,
COp, Cir, Pazat | oangks §
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b, Peraturan Gubernur DK Jakarts Nomor 136 whon 2087 tentimy
Percepatany Pembangunan Rumah busun Sederhanas {divndangkan pada
tangpal 11 Oktober 2007) yang telah digaat dengan Perataran Gubernur
DK Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 (diandongkan pada wsoggel 18 Mt
2009)

¢. Peraturan Gubernur DKI Jakarla Nomor 71 Tahun 2008 tentang
Keringanan Rewribusi Perizinan Pembangunan Rumah Susun Scderhana
(diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2608}

d. Peraturan Cubemur DKI Jakarta MNomor 88 Tahun 2008 Tentang
Peluncuran {Launching) Dalam Rangka Pemasacan Property {diundangkan
puda tanggal 13 Oktober 2008)

UURS dan PPRS telah memberikan priaritas dan kemglahan-kemudaban
bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendalr yang fngily moemiliki
satuan nanah susun dengan harga lerjiangkal. Kemudaha-kemudahan yang
dibertkan dalam pembangunan Rusuna diberikan oleh mentert terkail dengan
pertanzhan, prasarana lisgkuogan, perizinan, perkreditan, perpajakan, fasilis
chonomi, sosial dun budaya,' Oleh Pemerintah DRI Jakarta Konsep Rusuna (elah
diatur dalam Keputusan Gubernur DK Jakaria Nemor 924 Tabun 1991, dimana
bentuk kemudahan dalam pemibangunan Rusuna yang dapat diberikan adalah
dalam penerbitan perizinan dan pembanpiman prasarana lingkungan, sarana dan
wilitas?” Namun letap tidak ada aturn detil tentang konsep ponbangunum
Rusung. Konsep ini menjadi popular setelah keluaraya target permabangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasjonal tahun 2004-2009 di bidang
fnfeastruktur perumahan. Dalam reneana ini pemeriatah pusat merencanakan skan
membangun Rususami sejumlab 25,000 unit untuk masyarakat berpondapatan
rendah melalui peran swasta, Prograny ini kemuwdian dipopulerkan oleh pemerintah

scbagal program pembangunan Rusun 1600 Tower Apariemen Muruh dengan

i - : ) vs .
tndoncsin, Peraanran Peanerintals teoteny Rt Suvier, Op Cit, Penjelisan Puss 53
n . - + . -
indunesia, Kepuriusan Oubarmpw DT Jokorio ety Poesatnvan Polabsure Bungh
Swvagn Di ORI Jokorta, ¥.epgub. No, 924 Talan 1991, Pasal 13 ayac I
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trget  poenyelesamn 20] P2 Unik mencapat tveet  pembmigunan ersehid
presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 272 tuhun 2006, Dalam Keprey
ini disebutken babwa kawasan yang menjadi prioritas pombangunan rumah susun
sederhana adalab wilayah perkotaan dengan jumiah penduduk diatas 1.5 juta jiwa
Kenmdian Menteri Pekerjaan Umum menpeluarkan peratuan Nomor
SHPRIM/Z007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Suswy Sederhann
Bertingkat Tinggi {selanjutnya disingkat Permen PU}Y Peemen PU ini herisikan
tentang persyaratan teknis pembangunan rusuna. Aluran mengenal kemudaban
perizinan dan insentif baru diatur oleh Mentesi Dalarm Negert mclalui Permien
Nomor 74 tghue 2007 tentang Pedomian Pemberian Kemudahan Perizinan dan
Insentil dalam pembangunan rusuna di kawasan perkotaan (selanjutnya discbut
Permeidagri). Pemberian kemudahan dan insentif maksudaya adalah pemberian
dari pemerintal daerah kepada pengembany pembangunan Rusuna antara lais
dalai bentuk penyedisan sarsna, prasarana. pemberian bantuan wkais dun
fasilitasi, keringanan biaya dan kemudahan dalam meawerolieh izin pembangunan
Rusuna. ™ Jenis kemudahan perizinan yang diberikan adudah:
A, lzin status hak atas tanab dan pemanibatannva
b. IMB dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB} Rusuna
¢. Izia prasip danfatau izin lokasi pembangunan Rusuna
d. Penyederhanaan dan percepatan perselujuan arsitektur
¢. Penyederhanaan dan percepatan prosedur izin uji beban Uoading rese) dan
P
I~ Penyederhanaan dan percepatan prosedur pengesaban pertelaan dan akic
pemisaban
g. Penyederhanaan dan percepatan sertifikasi Rusuna: dan
h. Penyederhanaan prosedur penctapan  lokasi kopsolidasi wnah b

penyediaan tanah bersama metatnl konsolidasi tiumth =

2 [IPENY
Kebijakae  Percepaian  Pembangunan  Rusuna {Apartemen Rakyat)™

<hupfseetbumennsacom/iaks phys
3% s . .
Indonesia, Peratiran Menteri Dalam Negeri rostang Pedomen Pentherian Kendutes
Perizinen dan Insentif datam Pembanganas Rumuh Susun Selorbana of Keweson Perkotan,
Op Ch,, Pasal | angka 16
AT
iid.. Pasal 4
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Sedangkan untuk jenis nsertit yang dapat dbesikin oleh peowrinlah doviah
adaiah.
a. Keringanan biaya vetribust atas IMB untuk pembangunan Rusurig
b Pemberian izin secara cept, tepat dan nuuruh
¢. Penyediaan fokasi atau tanah negara berupa tanab-lanah bekas Hak Guna
Bangun (HUB) dan tanale-tanah wrlantar yang dikvasai pomerintah dacrah
d. Membaniu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umuny untuk Rusuna
dan

Pemberian izin Koefisien Luas Bapgunan (KL3) sampal dengan 60

&~

{enam koma nol} sepanjang memenuhn keserasian lingkungan dan
ketentuan teknis Jainnya, khususnya poda Kowsman yang memeriukan

penempaian kembali (reserdemens) >

Untuk mendapatkan kemudahan perizinan dan insentif tersebut ada kriteria yang

harus dipenuhi oleh pengembang. yaite

a, Rusune yang dibangun denpon harga teviangkas bagi magyarakat
berpenghasifan menengab kebawah yang dilelapkan bersama antara
pengembang dan pemerintah daerah

b. Rusuna yang dibangun sesuai dengan kesciastan lingkungan vang
lerintegrasi dalam Rencana Dewil Tata Ruang Kawasan Perkotaas
{RDTRKPY; dan

¢. Pada fokasi Rusuna disediakan fasilitas usaha dan perbelanjaan.®

Permundagri ind juga memberikan aluran tentang penyusunan peratwran daceah
icrkait pemberian kemudahan dan insemtif dalam percepatan pembangimn
Rusuna yaitu;
g Disusun bersama oleh pemerintah dacrah dan DERD.
b, Penyusunan didakukas melalui;
1) Perlibatan berbagal pihak yang terkait dengan pembanguoan
Rusuna yang terditi dari masyarakat calon pemuanfaat. perguruan
tinggt, lembaga swadaya musyarakat. pengembang don istansi ying

terkaif depgan pembangunan Rusuna: dan

f“ ihid, Pasal §
;" third, Pasal 6
® Ihid, Pagal 7
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2} Uit publik unmuk wendepatkan masukun rerhadap pervempuriin

ki
ancapgan peraturan dicrah,

¢. Substansi yang dimuat dalam peraturan dacvah lersebut adalah:

I} Aspek teknis, berkailan denpan jenis kemudaban dan isenif
seperti pevcepatan  wakiu  penyclesaian izin. penyvederhmaan
persyaratan dan keringanan binya, serta indikator ovaliast

2y Aspek administraiif, berkoitm dengan penctapan instuisi yung
berwenang menanganl perizinan, pengesahan pertelaan layak huni
dan akta pemisaban satuan Rusuna serta pombontukan dan
pengesahan perhimpunan penghuni rumah susin

3} Pengzturan mengenai prasarana, sarana dan utilitas umuom Rusuna

4) Aspek mekanisme dan bentuk Penanponan Pengaduan Masyarakat
{PPM) dalam penyelenggaraan pembangunan Rusuna

5) Pengaturan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumauh
Tangga perhimpunan penghus romah susun

G} Pengaturan pengesahan  akta pemisahan  dan pertelaan sorta
sertipikasi satuan romab suswsi dan

7) Laporan kegiatan pembangunan Rususa yang dilakukan oich

. P T
pengembang, dan sanks: adbrisisiranid, 8

i

Setefaly keluar Permion PU tentang persyartan wkanis maka pemserinaly
DK Jakarta mengeluarksn Peraturan Gubernur DK Jakarta Nomor 136 lahun
2007 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Susun Scderbana yang isinya
mengaite  lentang  perelapan  lokast, peruntukan, peacrBilan  perizipan dan
peiberian insentif. Berkensan dengan percepatan pengrbitan pevizinan tidak
distur secara jelas hanya dinyaiakan akan dilakukan oleh SKPDAUKPD torkait

dengan pamberian insentif, diberikan berupa:
a. lnsentif bntensitas, berupa pelampauan KL sampni dengan & sepanjong
memenubi keserasian lingkungan dan ketentuan teknis lainnya. Khosusnya

pada kawasan yang memerlukan pencmpatan kembali {rescttenieont)

i? Ibid, Pasal §
* thid, Pasal 9
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i

b, Insentif pembangunun prasarar dan sacana (isfustakiury dan lasiiztus
anurfasilites sosial (berupm saana pendidikan mulal dwd tingkan
sckolaly dasar) guns mendukupg pembunguoan seri penyelongganu
kehidupan masyarakat

¢ Insentil pemanfaatan vsang komersil don ruony soxial scbugar fasilitas
penunfang rusuna diperkenapkan sampai maksimad 3 lantai mulat dori
Jammai dasar dengan luasan makgimal 10% dari luas seluruh tantai

+ 2
bangunan yang direncanakan 2

Sedangkan untuk aturan lokast dan peruntukan adalak:
a. Penetapan lokasi Rusuna dapat divsulkan aleh Pemerintah, masyarnkat
maupun pengembang *
b. Ketentuan luas tahan efekiif schagal berikut:
1y Untuk Pola Sifat Lingkungan (PSS padut adalah 3000 m’ (higa
ribu meter persepi)
2} Uniuk Pola Sifat Lingkungan (S1.) kurang padat adalah 6000 ov
{enam ribu meter persegl)
3) Unwik Pola Sifat Lingkungan (PSL) tidak padal adalah 12000 w’
{Guabelas ribu metey persegi)
¢. Versedianya sarana dan prasarana berups
ty falan eksisting Gruang maniaat jalan) minimum 6 metey
2y Jatur angkutan wmwyn menuju tokasi
3) Terjangkaunya pelayass juringan ulilias smuns antarg T ek
dan air bersih
d. Berada pada kawasan peremajaan Hngkungan dan pembangunan baru
¢, lerdupat  pembangupan Rusune  puda  Bowasun poremajumy. maka
masyarakal yang tnggal pada kawasan tersebut mendapal prioritas untuk
menempati Rusuna yang skan dibangus dan dikerabangkan
{. Pola pengembangan dan perabangunan scbagaimana dimaksud pada burul

d dilaksanakan berdasarkan konsep penataan kawasan

353 . -
iﬁécﬂeglm Pevatnran Quberne DRI Jokovts tendung Perceatun Pembanguna Runnds
Suviny Sederbang, Perguls Mo, 136 Taban 2007, 8D No, 137 Tahss 3007, Pasad 6
 thid, Posal 3 ayat 1,
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. Clerhadap pembangunan Rusuna yang  difakokan dufum skake kecil,

1

pembangunannya harus menid bogian dart pengembangan Rawas vy
siavuhkan secora terpudu

b, Diwajibkan menyediakan ruang wrbuko/apangan wrbuka minimal 20 %
dari luas daerah perencanaan uniuk penysiamatan bencana {evakuasi),
vang nemberikan manfast opuimal terhadap unsur Reamanan  dan
pertindungan sesuai dengan ketentuan wknis penanggulangan bencana.
vang dipechitungkan dalam kewajiban penyedioan Koefisten Dasar Fiijou
(KIDH)

i. Berada di luar kawasan operasi penerbangan.”

Pergub Nomor 136 Tahun 2007 ini lahir sehelom adanya Permwendagri,
seharusny« segera dilakukan penyesuaian dengan Permaondagri. Namun kemudian
yang oancul adalah Peraturan Gubernwy DE! Jakaria Nomor 71 Tabun 2008
fentany Keringanan Retribusi Perizinan Pembangunan Rumal Susun Sederhima,
yang hanya mengatur mengenai pemberian keringanun retribusi porizinan yaiiu
sehesar 30% dawi retribusi terhutang.™ Keringanan rewibusi tersebut diberikan

n I3 ‘v -
untuk jenis retribust

a. Pelayanas Tala Kota

b, Pelayanan Pekerjaan Uning

¢ Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan

d. Pelayanan Penerangan Jalan Umuom dan Sarana Jalan Unun dun
¢. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dacrah.™

Perataran Gubernur DKL Jakarta Nomor 136 tahun 2007 (entmy
Percepatan Pembangunan Rumah Susus Sederhant kemudian diganti dengan
Peratiran Gubernur DKI lakarta Nomor 27 Tahun 2009, namun untuk perizinan

vang masih dalam proses, tetap berpedoman pada  Persturan Gubernur 1K1

b, Fasal 4

k3 - - " n -

~ lwdonesia, Peratmen Guhenir DRI dakaria tentang Neriogeozan Retrihnsi Porizinos
Pemthungunan Rumeoh Susun Sederbanse, Pergub. No. 71 Tabun 2008, BI2 Ne. 70 Tahon 2008,
Pasal 2 svai !

" thid, Pasal |
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Jakarta Nomer 136 1ahan 2007 Perbandingan antara kedua Pergub ind adalal

sehagai berikut ¢

o Kotentusn Peraturan Gubersur DK Jakora Nomor 27 Tubney 2069 ving
menyempurnakan  Perawran Gubernur DK Jakarta Nomor 27 Tabun
2009, yaitu:

1} Ketentuan lama memberikan insentil’ dalam pembungiuman fasilitas
urmin/fasilitas sosial {selanjutnya disebut fasomyfiasos) namun
tidak dijelaskan sejaub mans insent! diberikan dan benuiknya
seperti apa {Pasal & angka 3). kelentuan ini dissmpuwmnakan oleh
ketentuan  baru  yaitn wajib  menyediakan  pembangunan
fasum/Tasos paling sedikit S0% dari standar sebagaimana diaww
dalam  Perda Nomor 6  tabhun 1999,  atan  dengan
mempertimbangkan . ketersedinan fasunt/lasos pada  lingkungan
sekitarnya, kecuali perbelanisan niaga untuk melayani kebuivhan

' Hnghungannya diberikan tambahan luas sampai serstus persen daed

stanclar yang ditetapkan {Pasal 3 angka 6)

b, Ketentuan Peraturan Gubernuwr DK lakarla Nomor 27 Tabun 2009 yang
merubah (berbeda) Peraturan Gubernur DKI Jakaria Momor 27 Tahun
2009, yantu:

1) Ketentuan lama menyatakan bahwa jalan eksisting (ruang manfaat
jalan) minimum 6 meter (Pasal 4 huweuf bo1), sedangkan ketentuan
baru mengatur rencana jalan paling sedikit 12 youeter dan leha
badan jalan eksisting paling sedikit 8 meter {Pasal 3 angka {.a).

2) Ketentuan fama menyalukan babwa pola gengembungan dan
pembangunan Rusuna pada kawasan poremajoan difuksanakan
berdasarkan konsep penalaan kawasan {Pasal 4 hurat ¢), scdangkan
‘aturan  bary menyatakan bahwa  pola pengembangan  dan
pembangunan Rusuny dibatast samipal dengan luas 3 hektar namun

pada daerah yang memiliki potensi strusegis dapat lebih dari itu

* ndonesia, Peroturan Gubermwr DRI Jokaria tentnsg Powbapoanun Bumedh Susun
Sederbana, Perpeb. No, 77 15hun 2609, BD No. 27 Tabws 2009, Pasal 1|
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dengan persetujuan  dari  gubeenur dandikenakan  kewajiban
tambahan berupa sarana dan prasarana Kota scbagal bentuk
kontribusi terhadap kota yang besarnya ditetapkan kemudian (Pasal
3 angka 4 dan 5)

3) Ketentuan lama mewajibkan adanya ruang terbuka minimal 20%
dari luas daerah perencanaan tujuannya adalah untuk evakuas:
(Pasal 4 huruf g). sedangkan ketentuan baru mewajibkan
penyediaan ruang lerbuka sebesar 2 meter persegi per jiwa (Pasal 3
angka 7)

4) Ketentuan lama menyatakan harus berada di lvar kawasan
keselamatan operasi penerbangan (Pasal 4 huruf h). scdangkan
ketentuan baru memperbolehkan berada pada lokasi yang termasuk
Kawasan Keselamatan Operasional — Penerbangan (KKOP)
diperlukan rekomendasi dari instansi berwenang (Pasal 3 angka 13)

5) Ketentuan lama memperbolehkan Kaocefisien Lantai Bangunan
(selanjulnya disebut KLB)} sampai dengan 6 (Pasal 6 angka 4).
scuangkan pada Kelentuan baru KL maksimal banya 4 itupun
berlaku  hanya untuk PSL = padat  yang terletak  dekar
terminal/stasiun/halte, dengan kepadatan penduduk paling tinggi

4000 jiwa per heklar (Pasal 5 angka 5.a.3)

Ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 yang
tidalk terdapat dalam Peraturan Gubernur DK Jakarta Novor 27 “1ahun
2009, yaitu:
1) Saluran air dengan sistim drainase yang baik (Pasal 3 angka 1.b)
2) Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat (Pasal 3
angka 8)
3): Perencanaan pada lantai dasar bangunan hanya untuk fungsi sarana
penunjang dan fasum/fasos dengan luas paling banyak 50% (lima

puluh persen) dan sisanya sebagai ruang terbuka tanpa dinding
{Pasal 3 angka 9)
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4} Setiap 10 {sepulub) unit hunfan meayediakan lokast parkiv T (sawg
mobil dan 8 {Jima) motwr dalam halaman persil dan/atan banganan

5) Perhitungan jumlah penghuni berdasarkan luas Juntad (Pusal 3
angka 10}

61 Seliap luas lantai hunian 45 meter persegi gross adalah 4 jiwa
{Pasal 3 angka 11)

7) permukaan atap bangunan dibangun schagal tanwy (roaf garden)

dan difungsikan sebagai ruang publik {Pasal 3 angka 12}

2.1.3 Aspek Pelayanan Pablik dalam Pembangunan Rumah Susun

Ada tiga topik menarik terkail dengan pelayaman publik  dalam
penthangunon ramah susun di Indonesia yaitu otonomi daerab. good govermne
dan paiotogl 2%}’1:02(:’332, Ketiga (opik tersebut saling berkaltan, dimana dengan
adanya otonomi diharapkan pelayanan ierhadap masvarakal lebib efisien dun
cfekiif karena pemerintah daerah lebib dekat langkawannya daripada pemerintah
pusul. Perayanan yang efisien dan efek il merapakan salah satu prinsip dord good
govermmwe., narmun  dalam perkalckaya  erdapal hambatas-hambalan  yang
ditimbulkan oleh patologi birokrasi misalnya kurangnya profesionalitas dari
aparat pemerintahan. Berikut ini akan dijelaskan uraian singkat tentang ketiga hat
tersehut dengan spesifikasi kepada kebijokan perumahan pemukiman ermasuk
pembangunan rumah susun,

Pembangunan rumah susun merupakan bagian dart kebijakan perumahan
yang merupakan uresan waiib pemerioish dacrah karena termasuk bagian dart
pelayanan dasar.®® Penterintaban dacrah diberi otonomi scluas-luasnys dalwm
menjalankan urusan wajib, dimaoa dacrah memiliki kewenangas  membia
kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta. prakarsa. dan
pemberdaysan masyarakat dengan tujusn ontok meningkatkan kesejaliternan
rakyal, *® Terhadap urusan Wajiii:) ini maka berlaku kewenangan atributil yail

kewenangan yang diperoleh langsung dari Undang-Undang atau Peraturan

* indonesia, Peranmran Pemerintal fetung Pembagion Urnsall Pemeriniadt Anrara
Pamerintgdy, Pemerintah Davrah, Provingt don Pemerintaly Dueralr Kabuparen/Kuoge, PP No, 28
Tahan 2007, LN Mo, 82 tabiun 2007, TUN No. 4737, Pasal 7 ayal 2

 Ridwan, Op.Cit., hal.27
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Dacrah.” Namun olonomi schuas-luasnyn dalom polaksanaannys juga narus
memperhatikan asas  eksternalitas,  akuntabilitas  dan elisien  dengan
mcmperthnbangkan keserasian hubungan pengelolsan uresan pemerintaian antar
tingkat pemerintaban.  Sehingga kemudian muncul wrusan pemerintah yang
bersilal comcwrreni artinya urusan pemerintaban yang penangmannya dalam
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemcerintah dun
pemerintab daeeah™ Pembangunan perumahan adalah salah sate urosan yang
horstit  comggorent karena  belum mampunya  pemerintab dacrah dadam
menangani masalah peramahan pernukiman.” Jadi, konsep otonomi dacrah fahie
karenz  adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik  kepada
masyarakat dan upaya untuk lebth nelibatkan peran masyarakat dary dunia usaha
dalam pcmba;lgunan,

Pelayanan publik yang baik lerdapat dalam konsep gooed govermunce.
Adapun difinisi geed gevernance yang divumuskan HAS adalah proses dimann
berbagai unswr dalam masyarakal menggalang kekoatan dan otoritas. dan
mempengarul dan mengesalikan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan
publik. serta pembangunan ekonomi dan sesial.™ Oleh para tworitisi dan prakiisi
administrasi negara Indonesia, istilah good governeace welab diterjensabkan dalom
berbagai istilaly, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah {Bioloro
Tickroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP). pengelolaan pemeriniahan
yang baik dan bertanggung jawab {LAN], dan ada juga yune mengartikan secara
sempii scbagsi pemerintahan yang bersih (clean government),

Istilah  governance dan government berbeda, perbedian  wrlelak pada
bagaimana cara penyelenggaraan otoritas poliik, ekonowmi dan administrasi datam
pengelolaan urusan suatu bangsa. Pada Xonsep government peranan pomerininh
yang lebih dominan dalam pényelenggaran berbagal otoritas adi. Sedangkuan

dalamy  govermance  mengandung  makon  bapaimana  care sumiy Prangsu

P thid., 8586

* Indoncsia, Undung-Undang Repablik fudaesio rentang Pemeriniali Daveah, LU N,
32 Taﬁzm“.?{mé. LN No. 123 Tahun 2004, TLN No. 4437, Penjelasan Unum

" Indonesin, Peraturan Presiden fewany Reveans Pemhenigivient dongka  dongncd
Nasional, Op. (it lampiran bagian 1V.33-71 : I

" Sofian Effendi, “Makalah Membangun Good Govermance @ Tugas Kitn Bersama™.
“hrpffsetinn stalfuemac idaniketingnbansiraond- sovemance.
Desensbier 2608

HEd Yagyshaa, 26
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mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan burbagal masalah
. yang dihadapi masyarakat sehinggs dalam konsep goverseance werkandung ursur
demokratis. adil, wansparan, ride of faw, partisipatil don kensitraan, Ada tigs pilar
pokok yang mendukung kenwampuan suatu bangsa dalom mclaksunakan good
govermunee, yakni: pemerintah (the swre), ofvil socicty (masyarakat adab.
musyvarakal madeni. masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usalw. istilah
goveraance sebenarnya sudah dikenal dalam Hicratur administiasi dan ilmw polink
hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden
Amerika Serikat ke 27, niemperkenatkan bidang studi tersebut kiru-kivg 128 ahun
yang lalu, Telapi selama itu goveramee hanya digunakan dalan lierawr poliik
dengan pengertian  yang sempit dan dalam kouteks pengelelsan organisesi
kerporat dan fembaga pendidikan tinggi. Prinsip good governuace berkembang
luas sojak Jembags pemblayaan intornasional mensyarstRaneys dalam berbagal
pragram bantuannya. Krisis ckonomi yang dialami Indoscesin pada tahun 1998
elah membuat Indonesia menjadi safah satu negara pencrinia bamuan dari (M
yaurg mensyaratkan diterapkannya prinsip good goverscaice. Pemerintah sebagai
salahy sstu pilar pendukung  good  governance berkewqjiban  memberikan
pelayanan  publik  dengan  sebaik-baiknya, berorientasi pada Kebuluhan  dun
Kepuasan penerima pelayanan,

Pada wakiu tesis ini dibual fepatnva pada tanggal 26 Joni 2009 wlah
disyahkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Namua, karena undang-undang i
masih butuh wakiwe untek sesialisi. Maka dalam tesis is) masih digonakan
Keputusan  Menterd Pendayagunaan Aparatur Nepara Namor
GI/KEP/MPAN/Z/Z003 tentang Pedoman Uminy Penyclenggaraan Pelayanun
Publik. dimana IMB termasuk kedalam kelompok pelayanan publik administratif
yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan bentuk dokumen cesmi yang dibutubkun
olch publik. Azas-azas pelaganan publik adalah sebagai berikut:

a, Transparausi artinya bersifat lerbuka, mudah dan dapat diskses vlch senwa
pihak yang membutuhkan dan disediszkan sccarn memuadai serla muduh
dimengerti

b. Akunlabilitas artinya  dapat dipertanggungjawabkan  sesoal  dengan

ketentuan peraturan perendsag-undangan.
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Kondisional artinya sesual dengan kendisi dan kemampuan pemberi dao
penerita pelayanan dengan tetap berpegany pada prinsip elisiensi dan
clektivitas,

Partisipatif  artinya  meondorong  peran seris musysrskat dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik dengan  mwemperhatkan  aspirasi.
kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesanaan bak artinya tidak diskriminatit dalem arti tidek wmembedakan
saku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ckonomi.
Keseimbangan hak dan kewajiban artinva pemberi dan  pescrima
pelayanan publik harus memenuli hak dan kewajiban masing-masing

pihak, 4!

Selain azas, dalam Penyelenggaman Pelayanan Publik perlu diperlihatkan

dun diterapkan prinsip. standar, pola penyelenggaraan biaya, togkat kepuasan

masyarakal, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaluan dan sengketi,

seria cvaluasi Kingrja penyelenggaraan pelayanan poblik. Adapun peinsip

pelayanan publik adalaby:

it

b3

Kesederhangan dimana prosedur polayunan publik tdak berbelit-helic
madah dipahami. dan mudah dilaksanakan,
Kojelasan
1} Persyaratan teknis dan administratif pelayanan pubdik
2) «Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bettanggung jawab dalam
memberikan pelayanan  dan peayelesaian keluban/  porsoulan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
Kuepastian wakty dimana pelaksanam peluyanan publik dapat diselesoikun
dalam kurun waktu yang telah dilentukan,
Akurpsi dimana produk pelayanan publik diterima dengan benac, epal.
dan sah
Keannan dimana proses dan produk peloyanan publik memberikan casa

diman dan kepastian hukum

3 ; ;
Indonestn, Keprtusan Memori Pesdavount Apargpnr Negara Femtang Pedonsm U

Pemyeleaggaraon Pelavanen Publik, Xepmen PAN No. S3KEPM PANIR003. 10 Suli 2003
fampiran,
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Tanggung jawab dimana pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
puiabat yang diunjuk bertanggung jawah atas penyclenggaraay pelayimn
dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanam pedayanin publik,
Kelengkapan sarana dan prasarana  dimana  tewsedianya  saranu dan
prasarang kerja, peralatan kerja dan pendukung Jaionya yang memadai
wrmusuk penyedinan sarana teknologi wlekomunikasi dan informatika
{iclematikal

Kemudahan akses dimana lempat dan lokasi serta sarana pelayadban yang
metnadai, nudah dijangkau oleh masyarakat. dan dapat memanlaatkain
teknologi telekomunikasi dan informatika.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dimana pamberd pelayanan barus
bersikap distplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan
denyan iklas.

Keuyamanan  dimana  lingkungan  pelayanan  harus  tertib.  feratur.
disediakan ruang (ongey yang nyaman, beesil, vapl. HngRungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasibas pendukung pelayanan,

. ' N g M b
seperti parkir, loflet, tempat ibadah dan lain-lain ©

Stundar Pelayanan Publik sebapa: jaminan adanys kepastian bagi pencrima

pelayanan.  Standar pelayasan merugpakan  ukvran  yang  dibakukas dulam

penyelenggardan pelayanan publik vang wajib ditaati oleh pemberi dan aus

penerima pelayanan. Standar pelfayanaa, sekurang- kurangnya melipug

&,

d.

Prosedur pelayanan, dimanz proscdur pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian, dimans wakiu penyelesaian yang ditctapkan scjuk
spal  pengajuan  permohonan  sama  dengan  penyelesaion  pelavamm
termasuk pengaguan,

Biaya pelayanan, dimana biaya/tari f pelayanan termasuk rinciannya yung
diietapkan dalam proses pemberian pelayonan

Produk pelayanan, dinmana hasil pelayanan yang akao diterima sesuai

dengan ketentuan vang telah ditelapkan.

* thid
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Sarang dan prasarana, dimana penyediaan sarama dan prasarig nelavanan
yang mientadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan, dimaca kompetunsi peligas
pembert  pelayanan  harus  ditetapkan dengan wpat burdasarkan
penpetabuan,  keablian,  keterampilan. sikap  dan perilaku vang
dibutzhkan,”

Lahirnya konsep goad governdree selain karena tuntwtan negaca daner tapl

juga karena keinginan untuk melakukan reformasi tevhadap bivokrasi. Birokrasi

sama dengan administrasi denpan ciri-ciri scbagai berikut

b

L

Adanyn pembagian kerja yang sistinwalis

Problematika adminisirasi vang komplek dipecah-pesah kedalam tugas-
tugas yang bersilal berufang dan dapat dikelola

Dengan wilayah kerja dan unit-urdi terteniu

Berada dibawah hirarkic komando yang bersifat senualistis,

Rirckrasi ini kemudian disslahgunakan sehingea dituding schagar salab

situ penyebab keisis multidimensi yany distani Indonesia tabun 1997, Olels sehab

ubaly maka tuntutan erhadap sdanya reformasi ini meniogkal.  Salah satu cora

uinluk

mereformasi bivokrasi adalaih dengan mengobati berbagal penyakit yang

menyehabkan aparatur negara tidak berfungsi sebagaimang mesttoya. Penyakit

datant birokrasi ini disebul juga patologi birokrasi, Petelogi dalam birokrasi.

menirul Sondang P. Siagian, bersumber pada tims masalah pokok, yailw

il

Patologi yang timbul akibal persepsi gaya manajerial parn pejabat di
Lingkuhgan birokrasi yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan
jabatan, persepsi yang didasarkan  prasangka, pesgeburan  nasalsh,
nmenerinia sogok, perienanga Repentingan.  keeendrungan
mempertohankan status quo, empire hutfding. sikap bervewah-mewah,
pilih kasib. ketakutan pada perubahan. inovasi dan resiko, posipuan, sikap

sombong. jarak kekuasaan, tidak owmu berlindak. mkul mengambit

A% .
" thid
* Becthmm, Rirokrasi, Cet, Ke- 1, Clakarta: Baant Aksora, 19903, hat.8
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keputusan, sifat menyalahkan ortany lab, tidak adil. fntimidas, Koy
komitmen. kurang koordinasi, kuvapg kremivitas dan cksperimentasi,
kredibifitas yaog rendah. kurong vist yang imuginative. kedengkian
mpoli:sme dan irasional. bertindak diluar wewenangaya, keengganan
memikul anggung jawab,

Patologi yang kedua adalah rendabnya pengelabuan dan keterampilan paca
potugas  pelaksana  berbagai  kegiatan  operusional,  mengakibatkan
produktivitas dan muin pelayanan yang rendab. sorta pegawai sering
berbuat kesalahan, Adapun perbuatan yang ternsasuk dalam kelompok i
adalah  ketidakmampuan — menjabarkan  kebijaksanaan  pinpinan,
ketidaktelitian, rasa puas diri. bertindak lanpa beviikiv, kebisgungan,
tndakan yang cauntgr productive, tdak adanya kemampuas borkembang,
mutu hasil pekerjasn yang rendah, kedangkalan, ketidakmampoan belujar,
ketidakiepatan tindakan. inkompetensi. ketidakeckatan, ketidakieraturan,
melakukan kegiatan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, kurang imajinasi.
kwrangnya prakarsa. kemampuan  rendah.  bekerjn  tduk prodekud
ketidakrapian dan stagnasi.

Patologi yang ketiga adalah adanya tindakan pejabsl yang melangpar
hgkum. dengan pc;uggénmkan pumbiayaan, menerima sopok. ketitlik
juiwran, korupsi , tindakan kriminal. penipuan. kontrak [ikiif, subotase. twia
buku yang tidak benar dan pengurian.

‘atologt yang keemnpat merupakan monifestast perilaku hirokreasi vang
bersifat disfungsional alau pegatife yailu sowenusg-wenang, pura-puri
sibuk, paksaan, konspirasi. stkap fakul. penwrunan . tidak sopan.
diskriminasi, cara kerja yang legalistik. dramatisasi, sulit dijungkau. sikap
tidak acuh, ddak disiplin, kaku, tidak berprikemanusivan, tidak peka. xikap
tidak sopan, hunak, tidak peduli mutu kinerja. salab tindak. semangat yiog
salalt tempat, negativisme, melalaikan wges. rasy wuoggung jawab yang
rendah, melaksangkan kegiatan yang tidak relevan, cara kerja yang
berbelit-belit (red 1ape), kerahasiano. pengutamaan kepentingan sendiv.
tidak professional, sikap tidak wajor, melampaui wewenang, pertentangan

kepentingan dan pemborosan.
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¢. Patologi yeng kelima merupakan akibal situasi internal berbogal instans:
pemerintalan yang  berakibat  neganit wrhadap  Beokrasi,  berupa
pepempalan st dan sasaran yang vidik lepat, kewyjiban sosial sebugi
bcbmz: gksploitasi, tdak tanggap. pengangguran tesschubung. v
yang Udak tepal. imbalan yang tidak memadai. kondisi yang Kurung
momadai. pekerjaan yang lidak kompartible. tidak  adanyw  ishikator
Kincrja, kekuasaan kepemiapinan. miskemuonikost, misinformasi. bebun
kerja yang terlalu berat, tevlalu banyak pegawal, sistiny yung pilih kasih.
saaran yang Gdak jeles, kondish kera yang (idak aman, sarng dan

prasarana yang tidak tepat dan perubahan sikap yang mendadak. ™

Musalals pokok patofogi birokrasi divmgkaphan dengan lehih sedarhan

olch David Beetham, yaitu:

a,  Sikap melehih-lebihkan hirarkie/ peraturas
b. Ketidak tepatan wivan organisasi wrientu didalam sitasi lingkungin

tertema

31 Indonesia adanya palo'}iogi dalam birokrasi ini menycbabkan gitra buruk
schublungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik. teruiama takat
masalah korupst dengan beraneksragam bentuknya, serla lambalnya pelayanan.
dany ditkutl dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang Iebib dikemal dengan
cfck pita merah (redefope). Dimang dalam keadaan demikian, birokrasi banva
berlingsi sebagai pengendati, penegak disiplin dan penyelenggara pemerintahan
denpan  kekvasaan yasg sangat hesar. namuon sangal mengabaikan  fomgs
pelayanan masyarakat serta tidak transparan. Kineiia bieokrast seperti int akhimyg
dapat mendorong masyarakat untuk mencact jalan pistas dengan suap atay
berkolusi dengan para pejabal untuk memperoich polayanan yang copat. Sitausi
seperti i1l pada piliravnya seringkali mendorong pura pejabat ontek mencari

kesempatan dalam kesempitan wniuk mencari keuntungan dari peluyinan.’’

* Sondang P. Siagian, G Cit., hal 36-145
" David Beetham, ¢, Ciz, hal 16

VI8, "Patelogi  Birokensi™,  <hitr/vd 18 wordpress. comiZ007/1 08 /patotogis
birokrusif>, November 2007
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3 M oy i [ - -
Adapun untik merespon kesan buruk  birokrasi sepori Hu hirokrasi poriu

miclukitkan boberapa perubahan sikap dan perilakonya antiea tain:

4. birokrasi barus  lebih oengutamakan st pendukstan  fugas yaag
diarabkan pada hal pengayoman dun  pelayasan  masyarakat: dan
muighindarkan kesan pendelatan keKnasaan dan kewenanga

b. birokrasi peclu melakukan penyerpurnam srganisasi yang bereirikan
organisasi modern, ramping, efekiil dan clesien  yang  mampu
membedakan antara igas-tsgas yang perlu ditangoni dan yang tidak pertu
ditangani (termesuk membagi wigas-lugas yang dapat diserahkan kepada
masyarakat); ,

c. birokrasi harus mampu dan moau nmelakukan perubahan sistemn dan
prosedur kerjariya yang lebib berorientasi pada civi-ciri organisasi modern
vakni pelayanan  cepal.  tepal,  akural.  lerbuka  dengan  etup
mempertahainkan kualitas, .ei’esiefzsi biaya dan ketepaton wakiug

d. birokrasi harus memposisikan dirt sebagai (asiliaior pelayan publik dasri
pada sebagai agen pembabara pembangunan:

¢, birokrasi harus mampu dan maw melakuban wansfornusi din dard
birokrasi vang kinerjanya Kkaku menjadi orpanisasi birokrast yong

strukiumya lebih desentralisiis, inovaiil, flcksibet dan responsil.™

Bari pandangan ind, dapat distmpultkan babwa oruanisast birokrasi yang
mamipn  memberikan pelayanan publik secara clcktl dun closion  kepada
masyarakat, salaly satunya jika sirckturnya lebib fordeseniralizasi daripada
lersentralisasi. Sebab, dengan strukiur yang terdesentralisasi diharapkan akan
lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepemtingan yang diperlukan olch
masyarakal, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya
sestat yang diharapkan masysrakal pelanggannya, Sedongkan dalom- Rentek

pursysratan budaya organisasi bivekrasic perfu dipersiapkan wnaga kerin atau

* Agus Seryono. "Pentingnya Marmtiemen Birokrasi Profesional Uniuk Mengutsi
Kemunduran Birokrasi dalam Pelayanan Pubiik™, <dmpffpublik brgsdjava.ac idfsimpledussivsnnl/
pailtle/d Pentingnyva¥e20ManaiemenSe20Birokrasi%a b lro fesionil % 20unmk %20 Mengalas. s>,
Movember 2002 .
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aparst yang profesional.” Kawkieristib dovi aparal yaoy professional adaiab

sebagil beriku

=

il

mrempunyai komitmen yang tinggh terhadap perjuangan maencapai cili-cit
dan tujuan bernegara

memiliki kompeiensi yang  dipersyarntkan dalam mengemban ugis
nengelolaan pelayanan dan kebijakan publik,

berkemampuan melaksanakao twgas dengan lrampil, kreatill dan inovant
disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika professional

niemiliki daya tanggap dan sikap bertangpung gogat {akuntabilitas)
memiliki  deraiat otonom yvang penuh rasa tanggeng jawab dalam
membuat dan melaksanakan berbagal heputusan sesual kewenangan. dun

- - % a . iz . %
memaksimalkan efisiensi, kualitas. dan produktiviws,™

7

2.2 Aspek Porlindungan Konsumen dalam Pembangunan Rumah Susun

. ¢ g . 1 ;
Perdindungan  konsumen telah dimwulal scjak  produk  Rumaly  Susun

ditwarkan oleh pengembang Kepada masyarakat karenn sehelem mclakukan

pentasacan perdana  berdasarkan Kepttusan Menteri Perumudigy Rakyat Nomor

THRTPS/1994 tentang Pedoman Perikamn Jusl Beli Satuss Rumush Susus,

pengembang berkewajiban unfuk melaporkan kepada BupatifWalikotn Kepaln

Dacrab Tingkat 1 dengan wmbusan kepuda Moenterd Porumahan Rakyat, Laporn

tersebut hares dilampiri:

i,
b.
C.
¢,

<.

Salinan surat persetujuan izin prinsip

Salian surat kepulusan pemberian izin lokasi

Bukti pengadann dan perfunasan tanah

Salinan surat izin mendirikan bangunan

Diambar denaly pertelaan yang telah medapat pengesahan dari pemeriniah

daerah setempat;

4% :
ihid,
® Mustopadidiaja AR, “Makalah Reformasi Birokensi, Ferwujcian Good Governanoy,

dan Pombangunan Masyarakat  Madmni™.  <hiinihweneindonpsin so. idfdfindes shpoption -
som_romenr@aatkuvlew S id=867 78 enid= 089> 4 Maret 1099
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Apabila selambai-fambatnya 30 (tiga puluh} bari sejek tangeal tanda (L HIRL

faporan tersebut belum ada jowaban maka penawaran perdana e dapat

dilaksanakan.  Selain  wu Kepumsan Mepteri Perumaban Rakyat Nomor

VIACTPS 1994 juga mewaiibkan pengembang untuk:

.

Menyediakan dokumen pembangunarn perumaban antara lain
1} Sertipikat hak atas wnah
2) Rencana tepak
3} Gambar rencane arsitektur yang memuat, denah dan potongan
beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara
vertikal dan horizontal duwri satuan vionah susun
4} Gambar rencana strukiur beserta perhilungantys
5¥ Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bogian bersama.
benda bersama dan tanab bersama
Gy Gambar rencana jatingan dan instalasi beserla perlengkapannys
Menyelesaikan bangunan sesuni standar vang elah dinerianiikan
Memperbatki kerusakan yang terjadi dabum jangka wakm 100 han setelab
tanggal  ditandatangani acara peaverahan ssivan rumah  susun. dan
pengusaha kepada pemesan dengan ketentuan:
1} Tanggung jawab pengusaba tersebut dibatnsi oleh desain don
spesifikasi satuan rumah susun
2} Kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan dischabkan kesalaban
pembseli
Bertunggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru dapat
diketahul dikemudian bari .
Menjadi  pengelola  sementars  rumiah  susun  sebelum  terbenink
perhimpunan  penghuni dan membanty menunjuk  pengelols setelah
perhimpunan penghuni terbentuk
Mengasuransikan pekerjaan pembangunan terscbut selama pembangunan
berlungsung
ika selama pembangunan terjadi force majeur {keadsan kaha) yang diluar

kemampuan para pihak, pengusaha dan pembeli akan mempertimbangkan
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penvelesaian dengan sehaik-baiknya dengan dasar perthnbangan ulama
sdalul dapat diselesaikanoya pembanguran satwan runtad susun

h. Menyiapkan akia jual beli satuen nab sosun kemuadian bersuma-sama
dengan pembeli menandatangani akia jual beli diboadapan PPAT puda
fanggal yang ditetapkan, Kemudian perusahaan pembanguanm porimaban
pemukiman dan atau PPAT yang ditunjuk akan taengurus agar pembeli
memperoleh serlipikat [ak milik mas satuan remoh susun wtos oama
pembel dan biayanya ditanggung otel pembeli

i, Menyerahkan satvan rumab susun lermasuk {aswm/fasos seoara sempuma
padn tangpsl yang ditetapkan  dan jika  pepbgusaha belosr  dupal
menyelesaikan pada waktu yang telab ditentukan diberi kesempatan untuk
mehyelesaikan ;}einbaz;ngﬁm wersebut dalmm Jangka wakty 120 bor
kaltender, dihitung sejak langpal reveana penyeraban rumah susun wersebut.
Apabila tergyata masih tdak terlaksanas soma sekuli, maka pevikatan jeal
beli Lutal deroi hukum dan kebatalan tersebut ddak peddu dibukukan atau
dimintakan  keputusan  pengadilan  otan Badan  Asbigrase. kepada
perusahaan  pembangunan  perumathan  pomukiman  diwaiibkan
mengembalikan pembayaran uang yang ielab diterima dari pembels
ditambah dengan denda dan bunga setiap bulamya sesuad dengan suku

bunga bank yang berlaku.

Selain itu pengusaha selaka pelaku usaba terikat juga dengan sturan-aluran
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Talbun 1999 wentang Pertindungan

Kaonsumen {untuk selanjuinya disebut UUPK) yang pada pasal 7. pengusaha
berkewajiban untuk:

&. beritikad baik dalam melakukan keglalan usahunya:

b. memberikan informasi yang benar, jelus dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang danfatan  jasa serta membert  penjelasis
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

<. memperlakukan stau melayani konsumen secara benar dan jujwr serta
tdak diskrinvinatifs

d. menjamin muty barang dandstan josa yang diprodukst davistan

- diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mut barang danfatau
jasa yang berlaku,
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memberi kesempatan kepada konsumen onuk mengugi dun/aton
mencoba  barang  dan/atau jasa lerestn sorta memberi aminan
danfatau  gmanst  alas  barapg  yang  dibuat  danfatnr yang
diperdagangian

memberi kompensasi, gant rugi dan/aan penggantion mas Kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemaniastan barung dan/atns josi
yang diperdagangkan: -

memberi kompensasi, ganti cugl danfstan pengpantian apabila bavang
dan/atan jasa yang dilerima atan gimanfaatkan tdak sesual dengun
perjaniian.®

i

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 i}t}E:K, pengussha dilarang:

fa

Pelaku usaba dilarang memproduksi daw/atan memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenubi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan dan kelentuan peratursn perundang-
undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, st bersib atuu netto, dun jumish
dalam hitungan sebagatmana yang divyalakan dudan label atau ctket
barang terscbut;

tidak sesuai dengan ukuran. takarzn. Umbangan don juslale dalam
Bitungan menurut vkuran yang sebenariya

lidak sesuai dengan kondisi, jaminan. keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label. etiket atou keterangan barvang
dan/atau jasa tersebul;

fidak sesuai dengan muta, tingkatan, kemposisi. proses pengolahan,
gaya, made, atau penggunaan (ecentu sebagaimana dinyaiekan dalam
fabel atau keterangan barang danfatau jasza tersebut; :

tidak sesuai denpan janii yang dinyainkan dalam label. etiket
keterangan, iklan atan promoesi penjunlan barasg  danfatau jasa
lersebut;

tidek mencantumkan tanggal kadaluwarsa  alav  jangkas  waktu
penggunamn/pemantaatan yanp paliog bak atas baang terlentu:

tidak mengikuli ketentuan berprodoksl secarn halal, sebaguimaona
pernyatasn "halal™ yang dicantwmkan dalam abel:

tidak memasang label atau membuat penjelusan barang yang memiisg
namia barang, vkuran, beralfisi bersth atau netto, komposisi, aluran
pakai. tanggal pembuatan, akibal sampingan, nama dan alamat pelaku
usahia serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus dipasang/dibuat

R = - - . A
mdonesia, Undang-Usidang Reprblit Indonesic sentung Perfincdunges Kowswmen, g

i, Pasal 7
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i, tidak mencantumkan informasi dan/atan petunjuk penggunian barang
dalam babasa Indonesis sesust dengan Retentuum perinrdang-undangon

+3

yang berlaku, *°

Pada Pasal 8 ayat {4} UUPK disyatakan bahwa pelaku usaba yang

melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkin bavang dan/atan jasa terscbhut

serin waiih menariknya darl peredaran, Sedangkun berkenwon tanggung juwab

pengusaha terdapat dalam pasal 19 UUPK yaiun

i

Pelaky usala berlanggiizzg jawab memberikan ganti ragh aas kerusakan,
pencemaran. dan/alan Kerugise konsumen akibat mengkonsumst barang
danfatan jasa yang dihasilkao atao diperdagangkon,

Ganii  rugi  sebagaimwna  dimaksud pada ayat (13 dapat  berups
pengembaiian uang alau pengganiian batang dan/alau jasa yang sejenis
atau setara nilsinya, atau perawatas Keschatan  dan/alau  pemberisn
saniunan yang sesuai deagan kefentuan peratoran perwsdang-undangan
yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam wenggang wake 7 {aduhs bari
setelahy fangpal ansaksi

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksad pada ayat {1} dan ayat (2
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tustutan pidana berdasarkan
pentbuktian lebih lanjul mengenai adanya unsur kesalahan, e
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayvat £1) dan ayat (23 Gdak berlaku
opabila pelaku usaba daput membukiikan babwa kesalahan tersebuy

merupakan kesalahan konsumen.

Sehubungan pertanggung jawab dikenal adanya konsep product liahilin

dimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ussha vang wenerbitkan keeugian

kepada konsumen merupakan pelangparan atas presiasi pelaku usaha yang telah

diperjanjikan scbeluminya kepada konsumen. Dalam hal ini komsumen berhuk

ik

menuntut  pembatalan  perjanjian  (lergantung  pada jenis  wansaksi

perdagangan barang danfatay jasa yang dilaksanakan), meminta penggantian

segala macam biaya dan bunga berikat kerugian aktual yang diderita oleh

* thid. Pasal 8
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koaswmen. Dalam hal demikian, konsmnen berkowajiban wntuk secars Jangsong
menyampaikain kerogian yang diderizanya kepada pelaku vsaba, Namun sayang

. ey g e . [
dalawn UUPK konsep product fiability it tidak dikenal.
2.3 Analisis Penghentian Sementara Pembanguran Rusuoami Kalibata

2.3.1 Analisis icrhzldapj Talinp Pembangunan Rusunand Kalibata
Pembangunan Rusunami kalibata dilakukan oleh P Pradant Sukses Abuds
(selanjutnya disebut pengembang) yang merupakan anak perusahaan darl Agung
Podomorg Group melalul konsep pembangunan sebuah kowasan ferpadu bemanwy
Kalibuta City, Kalibate Uity terbagi atas 2 Kewasan yaito Kalibato Residenoes
yang terdiri atas Wwjoh blok, yaitu Akasia, Borneo, Condana, Damar. Lbony,
Flambovan, dan Gaharv. sedangkan kawasan kedua adalah Kalibata Regency.
yang terdiri alas tiga blok. yaitu Kemuning. lerbras. dan Jasmine. ™ Untuk
Kalibata Residences dijual perdana pada masyarakat pada Mei 2008 dan sudah
terjual seluruh unitnya. ™
Scjak 13 Okiober 2008, Khusns wntuk DET Jakary telab dikeluarkan
Peraturan Gubersar Nomor 38 Tahun 2008 tentong Peluncovan (1aanching)
DDalam Rangka Pemasaran Property. Namwm, Karena pembanpunsn Rusunami
Kalihata ditakekan pada bulan Mui 2008 muke sturan yang digunakon adaloh
Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Momor F/KTPS/1994 emang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satwan Rumab Susun {sclanjutnya disebut Kepmenpera).
dimana dalany aturan tersebut pengembang  berkewajiban untuk  melaporkan
kepada Bupati/Walikola Kepala Dagrah Tingkat H dengan tombusan kepada
Menteri Peruntaban Rakyat. Laporan tersebul harus dilampiri:
a.  Salinarn sural persetujuan iz prinsip |
b. Salinan surat keputusan pemberian iz lokas
v, Buktl pengadaan dan perfunasai tanah

d. Salinan surat {zin mendirikan bangunan

53 . RINT ' - . .
Gunawan Widjaia dun Alined Yanie Hubem Temang Pectindwsam RKosswmen, Col,

K1, (dakarta: PT Gramedia Pusiaka Utama, 20000, hal, 63-64
h¥ 4 - H . H # - -
. LTF, “Kalibaty City, Kayaknys St Rusunami Keren, .7, 21 Murel 2000
: Mmgomang sitftongn dobwandra, <hitpMAabluidieisorblovspot.eon

FZ309/ D4 ipeogenbang-rasimani-benmass inh i [>

Lisiversitas Indonesin

Analisis Yuridis..., Luthvi Febryka Nola, FH Ul, 2009



LA

¢. Dambar denah perielaan ying welah mendapat pengesahan dan pemerinth

dacrah sclempat:

Menurat keterangan pengembang niereka telah mengajukan permohonan
kepada guber:nm' dengan embusan kepada Menteri Perumaban Rakyat.™ Namun,
seteloh dikonflrmasi dengan P2B niereka sama sckall tidak mengetahul mengenal
adanya permohonan tersebut. Lagi pula jika penawaran perdana dilakukan Mei
2008 herarti pengembang  belum memiliki  dokemen-dokumen yang  harus
dilampirkan (ersebut, Padahal salah salu pertimbavgan mengapa muncul
Kepmenpera ini adalah untek mencegah munculnya kevugian icrhadap konsumen
akibal masalah perizinan, Oleh sebab it dalam Kepmenpern ini mensyaratkan
adanyn lampiran perizinan saat penawaran perdana. Dalam prakicknya ketentuan
ini mwmang sering didanggar oleh pengembang. bBiasinys mereky wlih mudad
melakukan penawaran perdana sejak adanya Slock Plen. Polanggaran wwrhadup
Kepmenpera ind dilakokan oleh pengembang karena proses pengurusan IMB vang
memakan waktn lama dan kepmenpera ini juga tidak difongkapi sunksi yang
teyss, .

Pengembang mulai pembangunan Rusunami Kalibata pada budan Oktlober
2008 dimana pertimbangan mercka mudat membongun adalah korenst selurah uni
wrjual semwuanys sesuat twrgel puling awad unluk peayelesmian yang 1wl
diperfanjikan dengan konswmen adalah menam A ston Akasic pody September
2010, Selawn ity pengembang telah mendapatkan rekomendasi TPAK {Tim
Penasihat Arsitektur Keia] Nomer {d/ascke/ ITPAK/VIZZ008 padu tangsal 22 Jubi
2008, Alasan Imn dari developer adalsh karena telah memiliki SIPPT. dimana
berdasarkan Surat Edaran darf Menteri Perumaban Rakyat (selanjutoya dischut 8E
Menpera) khusus untuk pembangunas Rusunans sudah dapat dibangun apabila
tefah memiliki SIPPTS Viga alasan yang diungkapkan oleh pengembang ind lidak
dapai diterima karena untuk alasan pertama tidak punys landasan yuridis, alason
kedua rekomendasi saja tidak cukup karena TPAK hares melabukan sidong

terlebih dohulu dan hasiloya akan ditvangkan dalam bennk Izin Pendahuoluan

5 . .
Berdasarkan wawarcara dengan Bapak Guevara Sawtaysna (Dedend, arsdoting in

Hoteve, P;i;, Pradant Sukses Abadi wiogeal 27 kani 3609,
Fidd,
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{selanjutinya disebut 1P). setelah ada 1P baru pengembang bisa membangun dupan
wrgantung jenis 1P yang diberikan.™ Sedungkan unek alasan ketign yait
sehubungan dengan SIPPT wrnyata seichah dilihat Block Phen data SIPPT yang
henar adalah Nomer 342A.711.534 wnggal 4 Maret 2009 berartt puda sant
pembangunan dimulai peni;embang tidak  memiliki SIPPT. Sewelah
dikenlirmasikan  kembali kepada  pengewsbang  mercka  menyebukan  telah
memiliki pendabuigan SIPPT namon tdak didopatkan informasi lebih o
sechubungan dengan hal ini, Setelah dikonfimasikan dengan P2B mengomsi SE
Menpera sehubungan dengan SIPPT jawaban mereka adalah bahwa mereka tetap
borpegang pada Perda DKI Jakarta, dan SE Menpera tersebut hanyalah berupa
himbauan saja dan berlaku umum.™ Berdasarkan Pasal 2 ayat | Keputusan
Gubernur DK Jukarta Nomeor 76 tahts Z000 tentang Tatz Cara Memperoleh bzin
Meoendirikan Banguvan dan  izin Penggunaan  Baogunan  dan Kelayakan
Mengpunakan Bangunan D Propinst DKL scliap kegiman mwembangon Barus
memiliki 1MB. Terhadap pembangunan yane ddak mwndiki IMB sceeputuya
hurus dilakukan tindakan pencriitban berupa 8P4 dan 7x24 jamy butikutaya
dikenakan segel. ™ Namun penyegelan dapat tidak dilaksanakam atou ditunda Tk

s Telob ada 1P

b, Berkas permochonan telah memenubi syaval dan dapat diproses menjali

PIMB &

Apabila 8P4 dan penyegelan tidak diindahkan maka dapat dilakukan tndakan
penertiban sclanjutnya yaitu bongkar paksa.*

Saat memulal  pembangunan  pengemibung  Rusunami  Kaltbata  ddok
memiliki IMB sehingga akbimya discgel puds Desember 2008, SP4 tersebut
tiddak membuat pengembang menghentikan pembangunan Rusunami Kalibata,
pembangunan terus berfanjut sampai akhimya dilakukan penyegelan oleh P23

pada tangpal 31 Maret 2009, Jeda waktu antara $P4 denpan Sege! lebily lama dars

* Berdasarkan wawancara dengan Bapak Paudits, Bagiss TPEG. Sub Disss Pesaimn
Rencan Pamgmsazz. P28 Koo takaria Selplan tanggad 29 Juad 2009

¥ Berdesarken wawancara dengas 1bu Yuli, Bagir U, Sub Disss Perizima
Bangunan, P2B Kotz Jaxarta Selatan tanggal 29 funi 2009

“ indonesia, Kepursas Gabernmar DK Jakarte featang Petieink Pelokvane Perscetiban
Regiotan Mumbungn dan Menggonabun Bangimu of Daerady Khnsux Ihutote Jokura, Kupgub,
No, 1068 Tahun $997, LD Ne, 08 1ahun 1997, Pasal 16 N

! 1bid,, Pasal 17 myat 2

* Ihidl, Pasal 1)
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vang diberikan oleh andang-undang yang hanya membert wakw 7524 jam. Dalam
jeda wakiu wisara $P4 den segel, pengenbang hanya berhasit menguris SIBFT,
Detapan haii setelah penyegelan vaitu pada tnnggal § Mai 2009 wlab dierbitken
Kowesapan Rencana Kota atau Slock plen Nomor O30UGSBASZRUAVG0G,
Berdasurkan SIPPU dan block plenr didapat dart disas 1a1a Kot sclanjutnys proses
perizinan menjadi lebith cepat dimana  tUnggal mendapatkan izin dari Tim
Penaschat Arsitektur {selanjitinya discbut TPAK) Thm Penaschit Konstruks
Bangunan {sclanjutnya disebut TPKB) dan Tun Penasehar Insialasi Bangunan
{sclanjulnya disebut TPIB). lzin ini didapatkan sciclab TPAK. TPKB dan 1PIB
melakukan sidang dan basiinya untuk Rusunami Kalibata dikeluarkan [P Struktor
Meayeluruh Nemor 1765/IPTB/K-A/I-2009/05 dan diterimanya Permohonan
IMB (selanjutnya disingkat PIMB) Nomar 42/PIMB/2009 tanppal 12 Mai 2009,
Secara resmi penyegelan diakhiri pada tanggal 14 Mei 2009, Alasan pemerintb
dacrah hanys memberi 1P dan PIMB adalah kavena pengembang belum momenuhi
kelentuan Amdal, Had e diperkont deogan wawaikars penulis dengan P21
Anuial adalah salah satu bal yung harts dipechatifan dalan pembanguson
rusunarai, hal ini sesual dengan Kepuusan Guberssur K] Jakaria Nomor 2863
tahun 2001 tentang Jenis Rencana Ussha atuw Kcegiatan Usaba yang waiib
dilengkapi Amdal. Lagi pula Amdal merupakan salah satu hal yoap harws
diperhatikan dalam Meck plan yang dikelusrkan oleh Dinas Tata Kot Fakarta
Selalan.

Terhudap  tindakan membangun tanpa IMB  peogewbang  Rusunami
Kulibata dikenakan sanksi yaile membayar denda adiministrauf sebesar 6x temoy
kali} dari restribusi yang seharusaya dibayarken, Pengcnaan sanksi administrasi
terhadap pengembang yang mclanggar ketentuan fentang jzin pembangunan
dinviksudkan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatanmya kembali dan harus
bertanggung jawab atas terjadinya pelungparan™ Selain i pemberian sanksi
meripakan cara untuk  menciptakan  konsistensi  pelaksansan  hukum  dan
perregakan peraturan. sehingga hukwm dapat berjalan sesuai yang dikehendaki
demi terciplanya Ketertiban, kepastian dan keadijan.™ Schubungan dengan sanksi

administrasi ini pengembang rusunami kalibala harus membayar sekivar Rp 720

5 thid., Pasal 2 ayat 3
** huniarso Ridwan & Achmad Sadik, Gp.cir., hal, 117
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juta, denpan jierhitungan biaya retribust Rp 6,000 per meter per segl, D Kalibuw
Residences ada 20,000 meter persega. Jadi, dingpal dikalikan 20.000 kuali 6,008
kali 6. Menurut pengembuag denda administensi tersebut (cluh dibayarkan olh
micicka karena berdasarkan  petjaniian sciak awal deapan konswnen b
dinyatakan bahwa semua biaya IMB ditanggung oleh pengembang.

Tujuan tndakan peneriban  dan  sankst  administrant adalah agar
penthangunan fisik kota wetap mengacu pada Rencana Umuin Tata Ruang (RUTR)
yang sudal: ditetapkan dan para pelaku ponbangunan wlap mempuiyal langpung
jawab terhadap ercapainya tenib bangmnan dan tngkungon,™ Karema apabila
terjadi pelanggaran terhadap kelentuan lentang tata ruang dun lingkungan hidup
sanksinya tidak cukup dengan tindakan penertihan dun sunksi administrait saja
melainkan ada ancamsn pidana. Ancaman pidana Gdak banya dikenakan kepada
pengembang tapi juga kepada pejabat yang memberikan izin, Oleh sebab itulab
butul proses cukup lama dalany pengurtisan IMB karena mchibaikan basyak aspek
penting dan pejabatl yang berwenang harus sangat hati-hati dalem mengelaarkan
Fain schinggs memakan wakiu lama, Dalamy prakickaya,  proses nossad
pengurusan IMB paling cepat 6 bulan. Lagipuln peraluran yang ada jusirn
membuka colah ketidakjelasan batas wakiu, karenu biln hasil penclitian teknis
mawth moemerfukan adanya perbuikan/penyempursoan maka  jungkas wakiy
peayelesalan penerbitan IMB yang telah ditctapkan scearn limBauf tidok
berlaku Jadi, dalam pembangunan rusunami Kalibata schubupgan dengan
perizinan tetap digunakan prosedur normal. Hal int dikarenakan tidak ada aturan
detail tentang bentuk spesifik dari kemudahan perizinan dan siapa yung

bertanggung jawab lerhadap kemudahan (ersebut.

Peraturan teniang percepatan peoerbitan perizinan dan pemberian insenlifl

dalam pembangunan Rusuna telah ada pamun. awran terscbut ldak mengatur

secara detail dan terperinci bahkan  Keputusan Menteri Datam  Negeri

af Zignt,  “Penghuni  Kaiibata  Residence  Menolak Munangeung  Denda”,
<biguffdiskusivupisl wordpress com/2609/04/0 UpenghniiLalibatla residenee-monatnka

mmugrunc-dendal>, 1 Aprdl 2009

= tadpnesia, Keprausan Gubermr DKE Jakarta Nomor teang Porunjuk Pelbaoun
Pencrtiban Keglatan Mambangan s Menggunokan Bangunan & Duwral Khusus kot
Jetkarta, (’)p {H.Pasal 3

denesia, Peraniran Gubesinr DRI Jakurta tostang P Fvetnan Peserhitnst Porisinm

Basginron, Porgub. No. B3 Tabun 2006, BD Ne 88 Tohun 3006, Pasal 11 ayal $
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menyerahkan  kepada pcmcz‘ini;iﬁ daerah.  sedangkan  pemeriniah dacrah
muenyerabkannyas kepada Satuan Kevja Perangkat DaerahvUnit Kerga Peranghat
Dacrab (selanjutnya disingkaw SKPYUKPD) Dalem prakicknys SKPO/UKPD
wtap menggunakan prosedur normal Karena fakud terkena sankst dacd peraturin
terkait seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut P2B Jakara Selaun
kemudahan yang mercka dapat bevikso adalah pemberiun prionitas misaloya
dadam hal pengurusan di TPAK. TPKB dan TPIB, P28 berossha membaniu
menindakianjuli secara intensil perketmbangannya kepada tim-tim tersebut karena
angpota im ersebut independen yaity parva abili dan akademisi,

Jadi, berdasarkan uraian diatas jelasish babwa PT Pradoni Sukses Abadi
tdak melakukan lepgkah antisipatil guna mempersiapkan don mengantsipasi
perizinan beserla kelengkapannya. PT Pradani Sukses Abadi justry melakukan
beherapa pelanggeran dengan tidek mengindabkan ketentuan perizinan mualad dani
penjualen perdana sampai dengan proses pembangunan Rusunami sebagai
implikasi dari target yang dibuat eleh PT Pradani Sukses Abadi it sendii.

Z2.3.2 Analisis Hukum Tindakan Penyegelan Rusumuni Kalibata oleh
PZB Jakarta Selatan

Pelanggaran telah dilakukan oleh pengembang sejak penawaran puordana,
dimana pengembang tidak memenuhl syarat-syarat periznan yung ada dalam
Kepmenpera, Dalam Kepnmenpera lerse¢bul memang tidak ada keentuan sanksi
yang legas namun, apabila dibubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. telah dilavang menjual barang vang penjualannya
bertentangan dengan peraturan porundang-undangan jika terjadi pelangparn
maka wajib ditarik dari peredaras. Masalohnya kemudian karena Kepmenpera
pada waktu it belum didukung olel aturan docrah & DK Jakarta maka akibatnya
menjadi tidak jelas siapa yang hiarus bertsmpggung jawab terhadap permohonan dan
pengawasan terhadap pelaksanan kepmenpera tersebut. Padahal penerapan pasal
ini scharusnyn diseriai pengawasan dari Pemda sehinpga jika ada pelanggaran
Pemda dapat langsung menghentikan penjualan perdana torsebut. Akibat tindmya
upaya penghentian terhadap penawaran perdana Rusunami Kalibata akhirnya pada
bulan Zigustus 2008 rusunami terjual semuanya, Hal ini terlihat sederhana akan

{
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tetapi  berakibat kepadn  kensumen  Rusunami Katibat Dampakoya akun
dijelaskan padn baglan walisis podindungan konsamen. Lagipula a sahitu welah
adit lindukan sejnk awal pada saat penawaran perdana tentu masalah penycgels
tidak akan nuneul
Pengembang Rusunami Kalibata telah memulai proses pembangunan
meski tampa IMIB akibataya pada Desember 2008 dibert SP4 oleh ¥2B Jukaria
Selatan. $P4 wrsebut tidak membuat pengembany menghentikan pembangunan
Rusunami Kaltbata, pembangunan terus berdanjut sampal akbunya dilakukan
penyegelan oleh P2B Jakarla Selatan pada tanggal 31 Maret 2009, Bovart
tenggang wakiu dari pengenaan SP4 sanypai penyegelan telah melampaut wakiu
vang ditentukan, Padahal tindakan penertiban poerlu dilakukan sedini mungkin
agar bangunan yang melanggar dapat disesuaitkan kembali denpan izid yang
diterbitkan.®™ Maksud ketlentuan ini adalah untuk pwencepah kerugian yang febih
besar baik unfuk pesgembang maupun kenswmen. Uintak pengombang ety sajo
semakin banyak yang dibangun semakin rugi opabila nantl dikenakan tidakan
penertiban  dalamy bentuk  pembongharan - atae jika  horus dilokidkan
peayesuian/perbaikan  berdasarkan ketentuan perizinan akan sulit didakukon,
SedangRan uptuk konsumen, semakin banyak penyesuvaiae wentu dapat menunda
wiktu penyelesajan. Oleh zebab v tindakan penertiban perly dilakukan seding
myungkin, P2B Jakarta Selatan menyatakan bahwa pada dasarnya tindakan
penertiban memang harus dilakukan sedini mungkin dan jika ada ketwerlambatan
penindakan  schubungen  pembangunan tusunami kalibata  perlimbangannya
adalaly:
a ketidak jelasan aluran tentang rusunami
b. pertimbangan bahwa izin pasti akan keluar karena progrant ini adafab

prograin pemerinish pusat

&

Jika terjadi pelanggaran tinggal dikesakan sanksi pembayman denda
adivinistras

d. adanya strukturisasi P2B Jakarta Sclatan *

LR - - 4 +
Indonesia, Kepwasan Gubernnr DR Jukerie Nomar watang Petinjit Pefabsung

Penerviben Kegiatan Mambongrn don Menggunokan Bunpunton of Dearals Nimsws bt
Sgakario, U Clt, Pasal 16 (1)

L{ . " > H H
‘ " Berdasarkan wawancars dengan tbu Elsye. Baginn Umum, Dinas Pengawasan dan
Pescrizpan Kot Jakaria Selman tanggel 386 Juni 2000
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Rebernpn alasan yang Bungkapkan olch P2ZE monumukRen ohwa sdunya
Kourdiast wintg kurong baik antira pomeriniah pusat dany ducoradt sehubungan
dengan proyek Rusunami ini, Sciok diberlakukannya Undang-Undang Momaor 22
tahun 1999 entang Pemerinahan Daceah, Indonesia memasukl era desentralisam
yang ternynta menimbulkan banyak komplikasi dalam  penerapannya  sakah
satunya adalah lemszhnya koordinasi, Dalam sebuah fiteratur dinyatakan bahwa
kurang koordinasi ini dapat disebabkan oleh desentralisasi akibat karena besarnya
organ yang terlibat,”’ o

Selain itu juga kurangnya prolesionalisme juga terlihat dadl sikep
Pemerintab Daerah {selanjutnya disebut Pemdal yang menyalahkan pemeriniah
pusat. padalal merveks adalah satu orpan. Untuk membantu analisa sehuhungoen
adanya alasan politis, penuhs menggunakan pendapal dart Sondung P, Siaglun,

ada 3 masalah pokak dafam birokrasi yaitu

a. Periama. persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrsi
yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal i mepgakibatkan
bentuk patologl seperti; penyalahgunaan wewenang dan jabalan menerima
500K, dan nepotisme,

b. Kedua. rendahinya pengetabuan dan keterampilan para petugas pelaksana
berbagai kegiatan operasional. mengakibaitkan produkiivitas dan muw
pelayanan yang rendah. serta pegawal sering berbuat kesatahan,

c. Ketiga, tindakan pejabat yang mclanggar hukum. dengun “pengpemukan”
pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya,

d. Keempal, manifestasi perilaku bivokrasi yang bersifat disfungsional atan
negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk. dan diskriminatif’

¢. Kelima, akibat siwasi imernal berbagai instansi pemerintahan yung

perakibat negatil terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerjy

* Berdasarkan wawapcara dengan Bapak Pandita, Bagion TPKB. Sub Dinas Penstsm
Rencana Bangusan, P2B Kota Jakarta Selaton tanggal 29 Juni 2009
™ Ridwan, Op.Cir, il 18
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vang kurang memadai, ketindaan deskripst dan indikator ketja. dan sisten
¥
'i.?-

pitih kosil

Dari 3 masalah pokok datam bivokrasi yang diungRaphkan oleh Sodang P
Siagian tersebut maka untuk kasus Rusunami Kalibata masalah yang paling tepa
adaluh yang keempat don kelima yaity akibat situasi internal dimana kebifikan
pereepatan rumah susim adalab kebijakon baru dengan aturan main yang kurang
spesifik schingga menimbuikan keragu-raguan untuk nmenindak tegas pelanggaran
oleh pengembang, sikap ragu-ragu menandakan adanya prilaku birokrasi yang
negatil.

Gejala paiologi dalam kebijakan russnami ind tentu saja barus dibifangkan
karena tidak sesuai dengas konsep pood govermence dan welfure yigfe vang
sedang dikembangkan oleh pemerintzh saal ini. Dua konsep yang bertajuan wiluk
meneiplakan ata pemeriniahan yang bersih dan berwibaws vang upays untuk
mewniudkan tata pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, efektif doy
clisicn. vwnisnmdong  tinggl  supremasi  hukum, dan oembuka pantisipasi
masyargkat yang dapat menjamin kelancaran, keserasisn dan heterpaduany tugas
dan  lungsi  penyelengparasn  pemerinthan  dan  pombangonan, Untek i
diperiukan langhah-langkah kebijakan yang terarsh pada perubahan kelembagaun
dan sistim ketalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur negara dan sistim
pengawasan dan pemeriksaan yang efekal. 0

Efektifitas pengawasan aparater segara dicapai mclatul kooidinast dun
pengawasan interngl eksternal dan pengawasan masyarakal. Oleb schab jwsloh
schubungan  dengan  percepalan  pembangunan jusunami  pemwriniah pusat
berusaban mombentuk tim koordinast melalul Reputesap Presiden Namor 32
Tahun 2606 teitang Tim Keoedinasi Percepatan Pembanguman Rumah Susun di
Kawasan Perkotaan, Tujuan davt adasya suaty koordinasi adatah:

a. Dapat diccgah dan dihilangkan 50K perientangan
b Para pejabat atou petugas terpaksa berfikir dan berbuat dakem hubungan

sasaran dan tujuan bersama

* Sondang P. Siagian, Gp.Cir, hal36

3 : .
Cindonesia, Peratiray Previden rentung Rescong Pemiinoigasan Jungha Alencagad
Newiomad, Op, Cit.lanpiean bagian 111,14 -1&2
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¢ Duapw dicegah terjadinya kesimpang stvean dan duplikasi Regisian

4. Dupat mengembangkun prokarsa dan dayn improvisasi pira pujabag
karena  dalaes  rangka  koordinasi, mau  Gdak  mau mercka harus
mendapatkan cara dan jalun yang cocok bagl pelaksanaan tugas secwrn

menyeiurids dan mencapai kescimbangan dim keserasian

Untuk mensukseskan Tangkah koordinast moka diperlukan kerjasama,
singkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur junilah dan
pencrtuan wakto kegiatan disamping penyesuaian perencanaen dan keharusan
adanya komunikasi yang terstur dengan mengindabkan ketentvan hukumy yaog
berlaku,™ Namun tim koordinasi ini termyats belum mampu menciptakas
kerjasania yang batk dalam mombuat aturan spesifik menpensi kemudahan
perizinan dan insentif. padehal perizinan adaloh masalab penting Karces tidak
hanya  menyangkul aspek  administratil akan (clapl juga aspek wknis
prishangunan ramal susun. Petizinan tdak akon diberikan bila syarstsyaral fain
belum terpeauhi korena damipsknya yang sungat besar, apalagi bovkaitan dengan
IMBL IMB menjadi pedoman untuk dikeluarkan izin selanjutnys yaitu izin layak
hund sedangkan tanpa tzin layak buni joal beli rumab susun dihadapan PPAT
tidak akan dapat dilakukan.

Meski begitu pemerintah daerah joga harus lebih memperhatikan aspek
lain darl good govermunce yaitw aspek budaya kerjn yang  menyangkin
orofesionaliias, produkiifitas dan lanpgung javab. Sclideknya dalum kasux ind
harus berani lebilh terbuka mengenai perkembangan perizinas dan melakukan
koordinast dengan tim koordinasi spabile menghadapt masalab, Tim keardinasi
telah dibermtuk dani Gogkat pusal sampai dacrah dan ada kewajiban untuk
peluporan atin dari jenjang paling bawah ke atas, Jika koordinasi dupat
dijalankan  dengan baik.  scharusnyas  permusalahan Rurangonys  spesitikasi
kemudahan perizivan dalam peraturan dagat diantisipast sejak awal,

Jadi. berdasarkan izm%zm dalam pasgeaph-paragral’ diatas (indakan
penertiban berupa SP4 dan penyegelan yang dilakukan oteh P28 fakara Selatan

telah tepat akan tetapi pelaksanaan penyegelannya dilakukan dengan cara tidak

M juniavso Ridwan & Achmad Sodik, Op it hal 96897
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wpor karena berdasarkan Pasal 16 (1) Keputusan Gubernur DKL daskarty Namor
1068 Tahun 1997 tentang Peiunjuk Pelaksano Penertiban Kegiumn Membangun
dot Menupunakan Banginan & DK Jakarta, tndakan  penertiban Farasiah
dilokukay scdini mungkin, Peloksanaan penyepclan yung ok sexi. dengan
aluran wersebut lelah memberikan kuesan bivokrasi yang burnk dimata masysraka

e secara Gidak langsung merugikan konsumen Kalibato

2.33  Analigis  Perlindungan  Konsumen dalam  Pombangunan
Rusunami Kalibata
Rusunaini Kalibata telah dijual seiak tahap perencanaan, hal ini dapat sam
dilakukan selama memenchi kelentvan pesawaran pridang sebagaimang diatur
dalam Kepmenpera. Kepmenpera mengharuskan pengembang melakukan
pelaporan kepada BupatifWalikota Kepala Baerah Tingkai I dengan tembusan
kepada Menteri Perumahan Rakyat denpan melampirkan;
o, Salinap surat persetuiuan izin prinsip
b, Salinan swrat keputusan pemberian jzin lokast
¢.  Buki pengadaan dan perbupasan tanals
i, Salinan sural izin mendintkan bangusan
¢, Dambar denah pertelaan yang telah mendapal pengesahan dari pererintah
dacrah selempal;
Namwin pengembang ruspnami Kalibata tidak momiliki semun dokamen yang
harus dilarapivkan tersebut pada saat penawaran poerdana sehinpga harusnys
penawaran {idek boleh dilakukan, Namun yang (erjadi adalab proses pemasarm
icrus dilnkekan sampal semwua unit weiuel, selana proses panjuatan tidek ada
upaya penghentian dari pemerintah daerah. padabal hal tersebut berhak ditakukan,
Muskipuo tidak ada sanksi yang legas dalam Kepmenpera wersebat, namun Pemida
dapal wenggunakan Ketomuan Pasul § aval 4 UUPK untuk melarang don
menghentikan proses penjualan, Akibut tadanya upays penghentian terhodap
penawaran perdanan rusunami Kalibata akbirnya pada bulan agestus 2008
rusunami erjual senuanya. Awalnya hal tersebut tidak menjadi masalah sampai
akbimya ketika penguresan pesizinan khosus karens Kalibate termasuk dacrah

Kavwasan Kesclamatan Operastonal Pencrimngan {sclnjutoya disehut KKOI)
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yany hanys memperbolehkan pembangunan sampin dengan 19 lam sedungkan
penjtetan telah dilakukao sampa dengan 22 fantai akibatnyn Renpsumen yung
telal terlaniur membeli tingkat 20-22 diberikan 2 opsi yaitw
a, Dipuidahkan ke unit Kalibata Regeney
b. fika keheratan dengan opsi pernums maka dima yang telah dibayarkan
dikembalikan 100%. ™

‘Terhadap situast sepertl ini tentw konsumen nwnjadi dirugikan karena whib
berentngan dengan Kesepokatan awal, Bahkan bordasarkin keterangan dars
pengembang  kasus penyegelan ini berawal dari ketidokpuasan  salah salu
konsumen yanp tidak selujo dengan 2 opsi yang ditawwkan oleh pengembang
diatss sehubungan dengan iz balasan ketinggian menyangkat KKOP, Schinggu
kemudian konsumen lersebut melaporkan pespembang ke P21 dan meminta 1128
untuk  menindak  pengemsbang Rusunanst Kalibata torkait dengan  masakul
perizinan, Jadi, hal i seharusnya dapat dibindari apabila ketentuan tentang
penaaran perdana diperbatikan sejak awal oleh pengembang,

Pentbangunan Kalibala kemudiun juga dilakokan tinpe IMB akibutaya
eciadi peayegelan dan pembangunan Rusunami dibenttkan untuk semontars
wakiu dari 31 Marct 2009 sampai dengan 4 Aprd 2000, Tigd int fontu akon
menycebgbkan  proses  pemtbangunan  wrtida dan dapat menyebabkon
keterlambatan  penyerahan  Ruswnami  dikemudion bari, Scielah bhal  ind
dikonlrmasikan dengan pihak pengembang, mercka tdak kawatir karena murcka
telal memulal pembangunan teriebih dabulu lagi pula dalam Pegjanjian Perikatan
Jual Buli (selanjumya discbut PPIBY diperinpikan bubwa wda grace perfode
seloma 6 bulan  terhiting  sejuk  tanggal  dipedaniikannyn  penyelesaian
;301111121;2;;1{;7{1};2‘ selelah lewat 6 bulan dapai diberikan porpaniangan Jagi 3 bulan
dengan kelentuan denda 1% dari yang telah dibayarkan, ™ Jangka wakiu 6 bulwn
ini densu tidak sesuai dengan ketentuan Kepmenpers yang hanya memberi wakin
perprutiangan paling lama selama 120 dan jika dolwn waktu 120 hari sejok
tangpal penyverahan, rumal susin tetap tidak bisa disclesaikon maka jual beli batal

demi bukum dan pengembang  berkewajiban uniak  mengembalikan  semua

™ Berdasarkan wawancara deagan Bapab Guevara Saamyacs {(Deden), syarkcting in
Huuse. P, Pradani Sukses Abadi tanggal 27 Jumi 2089,
g -
thid
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pembayinnt yang telads ditakukan beserta denda dan tuinga. Jadi, jika pongentbang
telap berpepang pada greee peried dadam PPIR dan menyerahkan lowat dant 120
Bard dai 1anggal penyerahan maka jual beli batad don hukum,

Selato itu berdasarkan Posal 7 UUPK. pelaku usaha borkewajiban
melakukan kegintan usahanya dengan itikad baik. pamun dart proses awal
penawaran perdana sudah (erjadt pelangparan oleh pengembang. Hal inl jelas
menusiukkan adanya kst kurang baik dart pengembang. Seladn ila pesgeabong
jugn berkewajiban memberikan inlormasi yang benar, jelas dan jujur twntang
kondisi barang vang mereka jual. Namun, Konsunen Rosunami Kalibata tdak
mendapatkan  informasi tersebul termama kot perizinan  bahkan  sampa
tindakan penyegelan dilakukan. Berkenaan dengan penyegelas para Konsumen
arus nyencari sendint informasi terkait denpan hal inf, Sehingga sejak terjndinya
penyegelan banyak timbul protes kepada pengembang dart konsumen. ierlehih
lagi para kossumen rusunami kalibata telah wiemiliki wadah yaite Kalidesi.
Melatul wadah inilah kemudian mereka menyampaikany keberatan kepuda
pengembang. Menyadari hal inl scelsh  ponyegelan dicabut, pengembaing
Rusunami Kalibata langsung memberikun pornyataan resmi anclulol berbaga
media. Harusnya hal ini telab dilakukan sejak awal sich pengembung karenu
pelanpparan terhadap ketentuan int dapat membuat pengembang digugat seearn
perdata mawpun pidana berdusarkan Pasal 19 LUPK.

Jadi, berdasarkst  wralan  dimtas dapai chketshui babwa dalam
pentbanpuoan Rusunami Kalibata ada dun bewajiban pesting yong  tidok
chilakukan oleh pengembang kepada konsumen yaitu Kewajiban untuk metakukan
usaha dengan itikac baik dan kewajiban uniuk memberikan Informast yang benar.
jelas dan jujur, Selain o ads ketentvon datam PPIB yang tiduk sesuai dengan
keteatuan Kepmenpera, yang dapat berakibat batalnya #PJB it jika klausuia

tersebut etap diterapkan dikemudian hadd,
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BAB 3
PENUTUP

3.1, Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pokok permasalahan yang telah dijelaskan pada

bab sebelumnya maka dapat disimpuikan balnwa:

1.

PT Pradani Sukses Abadi sebagai pengembany Rusunami Kalibata udak
melakukan langkah antisipatif guna mempersiapkan dan mengantisipast
perizingn beserta kelengkaéanny& mulai dari penjualan perdana sampal
dungitn proses pembangumnn Rusunmni sebagat implikast dari target yung
dibuat oleh 1 Pradant Sukses Abadi ftu sendivi,

Tindakan penertiban berups SP4 dan penyegelan yanyg dilakukan oleh P2B
Jakarta Selatan terhadap pemnbangunan tanpa izin yang dilakuken oleh
nengembang Rusunami Kalibata ielah tepat aken tetapi pelaksanaan
penyegelannya dilakokan dengan cara tidak tepat karena berdasarkan Pasal
16 (!)'Kepumsan Gubernur DK Iskarta Nemor 1068 Tahun 1997 tenfang
Petunjuk Pelaksana Penertiban Kegiatan Membanpun dan Menggunakan
Bongunan di IDKT Jakarta, tindakan penertiban harusiah dilakokan scedini
mungkin,

Pengembang Rusuonami Kalibata juga telah melanggar Undang-Undang
Nomor § Tahen 1999 tentang Perlindungan Konsvinen yaog mewajibkan
pelaku usaba wuntuk melakukan usaha dengan fikat baik dan uatk
memberikan informast yang benar, jolas dan jujur, Selain ite ada ketentuan
dalam PPIB vang tidak sesuai dengan ketentuan Kepmenpera, vang dapat
berakibat batalnya PPIB %zu lika klausula tersebut telap diterapkan
dikemudian harl.
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2.2, Saran

Scielab  mslakukan  analisis  wrhadap  pokek  permasalashan,  penudis

memberikan saran sebagai bertkul:

i

L

Pengembang harus menarph perhatian terhadap masalah perizinan karena
iika terjadi pelanggaran tidak banya terkena Undakan pencrithan nanum
juga beresiko mendapal wntuten dart konsumen yang dirogikan sepert
pada kasus Kalibata ini. Seluin iln jika kemudian wrjadi pelangguran
rencana tata roang pengembang dapat dikenai sanksi pidana.

Pemerintah pusat ketika akan membual suatu kebijokan cepal seporti
proyek Rusonami, harus memperhatikan apakah mupgkin kebijakan
tersebut dapat langsung difaksanakan sampai ketingkal daeral dan apakah
dapat seragam diterapkan untuk selureh daerah ¢i indonesia, lika dibuat
suatu tim koordinasi harus dipertanyakan bagaimana supaya tiny tersebut
dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Selain ite bagaimana dengan
payung hukumnya, apakah sudah cukup kuat dan lebar untuk menaung
semuanyz. Kemudian bagaimana dengan aparat dilapangan, apakah swdah
stap menerima dan melaksanakan kebijakan barn ini.

Konswmen yang akan membeli ramab  susun lermasuk  Rusunaimi
sebaiknya memperhatikan terlebily dalwlu soal perizinan, klnvsula-kiausula

dalerm PPIR dan hak beserla kewajibannya vang diatur dalam UUPK,
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